KEPOLlSIAN
NEGARA  REPUBLIK   INDONESIA MARKAS  BESAR
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SURAT       -   KEPUTUSAN

NO. POL.     :  Skep  /   1665 I  XI I  200t

Tentang
BUKU PETUNJUK  ADMINISTRASI

. PENGURUSAN  PENGHASILAN  PERSONIL

DI LINGKUNGAN  POLRI

KEPALA  KEPOLISIAN  REPUBLIK  INDONESIA

Menimbang:                           Bahwa    sesuai   dengan    perkembangan   Organisasi  Kepolisian

,                    Negara          Republik      Indonesia    serta   dalam   rangka     Pelaksanaan
I
Mengingat:
1.          Ketetapan    :MPR  Republik    Indonesia    Nomor  VIIMPRl2000 tentang
Pemisahan                Tentara    Nasional    Indonesia    dan

Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.                                                           .
2.          Ketetapan   MPR  Republik  Indonesia  Nomor  VII / MPR  I 2000
	tentang
	Peran    Tentara     Nasional     Indonesia
	dan
	Peran

	Kepolisian
	Negara  Republik  Indonesia.
	
	


3.          Undang-Undang     Perbendaharaan     Indonesia  (K'W  Staatsblad

1925    Nomor  448)  sebagaimana   telah  diubah  dan  ditambah, terakhir    dengan    Undang-Undang    :Nomor     9   Tahun     1968 (Lembaran  Negara  Tabun  1968 Nomor  53).

4.

Undang-Undang     Republik  Indonesia  Nomor  : 43  Tahun   1999 tentang   Perubahan   atas  'Undang-Undang     Republik    Indonesia Nomor
8   Tahun    1974   tentang    Ketentuan     Pokok-Pokok Kepegawaian

15. Keputusan    Presiden    ......
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5.        Keputusan    Presiden   Republik   Indonesia   Nomor      17  Tahun

2000  tentang  Pedoman  Pelaksanaan   Anggaran  Penciapatan  dan

Belanja Negara.

6         Keputusan    Presiden  Republik  Indonesia   Nomor      89   Tahun

2000        tentang     Kedudukan     Kepolisian     Negara    Republik

Indonesia.

7.         Keputusan    Presiden  RI No.  54 tanggal  21 April 2000  tentang

Struktur  Organisasi  Polri.                                                                   .
8.         Keputusan      Bersama      Menteri     Keuangan      Nomor     KEP-

5241KMK.03/2000     dan  Kepala   Kepolisian   Negara   Republik

Indonesia     Nomor.     Pol     :   KEP/06/XIU2000       tanggal     14

Desember   200  tentang   Penyelenggaraan    Pembayaran   Belanja Pegawai,    Non   Belanja   Pegawai    dan   Belanja   Pembangunan dilingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.

9.

Surat       Edaran       Bersama    Menteri       Keuangan    Nomor    : SE/4 IIAl200  1   dan    Kepala     Kepolisian     Negara     Republik Indonesia  No.Pol  : SE1l6/X/2001   TanggaJ  12 Oktober  2001

MEMUTUSKAN
enetapkan   :          1.        Mengesahkan        Buku     Petunjuk    Administrasi      Pengurusan Penghasilan
Personel   Di .Lingkungan    Polri  sebagaimana   yang tercantum  dalam Lampiran  Surat Keputusan   ini.

2.

Hal-hal    yang  berhubungan     dengan    perkembangan    keadaan yang  memerlukan   pengaturan   lebih  lanjut  akan  diatur  dengan Surat Keputusan  tersendiri

3.        Surat  Keputusan  ini berlaku  sejak ditetapkan.
	Ditetapkan     di
	Jakarta
	

	Pada     anggal
	30
	No_pember
	2001


LISIAN   REPUBLIK     INDONESIA

"

ada  Yth:

'busi A,B,C  dan D Mabes  Polri

KEPOLISIAN
:NEGARA REPUBLIK  INDONESIA MARKAS  BESAR

DAFTAR  lSI                                                                        Ha

Surat  Keputusan   Kapolri  No.  Pol.  : Skepl  _1665  I XI 12001 tanggal     30-
11  .-2001,    tentang    Buku    Petunjuk    Adrninistrasi    Pengurusan    Penghasilan

Personil  di Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.

LAMPlRAN   SURAT  KEPUTUSAN   KAPOLRI   :
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL       SKEP  I 1665  I  XI I 2001
TANGGAL    : 30        Nopember   2001
BUKU  PETUNJUK    ADMINISTRASI PENGURUSAN
PENGHASILAN     PERSONEL DI LINGKUNGAN    POLRI

BAB  I

PENDAHULUAN
1.   Umum

a.
Penyempurnaan     merupakan    suatu    proses    yang   tak   pernah    berakhir    dan   selalu mengikuti
dinamika   organisasi.   Berbagai   perubahan   dilakukan   secara   sadar   untuk menjawab  tuntutan  perkembangan   tugas  dilapangan.

b.
Dalam   Tahun   Anggaran   2001   pengurusan    keuangan   dilingkungan   Polri   memasuki era
baru,    yaitu    pelayanan     pembayaran     Gaji    personil    Polri,    melalui    Kantor Perbendaharaan
dan   Kas   Negara    (KPKN),    namun   mekanisrne    pernbayaran    Gaji belum   sepenuhnya    sarna  seperti   yang  telah  berlangsung    dilingkungan   Departemen Sipii 1 Lembaga.

c.

Perubahan   sistirn  pembayaran   Gaji  personil  Polri  dilaksanakan   secara  bertahap   yaitu melalui rnasa transisi yang berlangsung  sarnpai.dengan  akhir Tahun Anggaran  2001. Memasuki   Tahun   Anggaran   2002   secara   efektif    Bendaharawan    Gaji  dan  Pernbuat Daftar  Gaji ditiap  Satker  sudah harus berfungsi  secara  penuh.

d.       Selama    masa    transisi    berbagai    pengalaman     telah    diperoleh    yaitu    tugas-tugas

pelayanan   pembayaran   hak-hak  personil  dihadapkan   dengan  ketentuan   yang  tertuang dalam  Surat  Edaran  Bersama  (SEB)  antara  Polri  dan  Departemen   Keuangan,  ternyata rnasih   terdapat    hal   teknis   serta   sebagian    hak-hak    personil   belum   diatur    secara lengkap.

e.
Mengacu   kepada   keinginan   untuk   melengkapi   kekurangan-kekurangan      dalam  SEB, sehingga   pelayanan   personil   lebih  optimal   dan  pelaksana   dapat   memiliki  pedoman yang   lebih  pasti   dalam   pelaksanaan    tugas,   rnaka   langkah-Iangkah    penyempumaan perlu  dilakukan  untuk  memenuhi  pelayanan  hak-hak  personil  yang  efektif  dan  efisien serta  sesuai  ketentuan   perundang-undangan    yang berlaku.

12. Maksud   dan  Tujuan   .......
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Maksud   dan  Tuj uan

a.        Maksud

Maksud    Buku  Petunjuk    Administrasi     ini  untuk  dijadikan    pedornan    bagi  para   pejabat dan   para   pelaksana    yang  bertugas    menyelenggarakan       pengurusan     Belanja   Pegawai    di lingkungan  Polri.

b.      Tujuan

Sedangkan      tujuannya     adalah    untuk    mencapai     keseragarnan      dalam    penyelenggaraan serta    tertib     administrasi      pengurusan      gaji    personil     di   lingkungan      Polri,    agar    gaJI personil   dapat   diterimakan    kepada   personil   tepat  jumlah   dan  tepat   waktu.

Ruang   lingkup

Ruang    lingkup    Petunjuk     Administrasi     ini  meliputi    Tata   Cara   Pengurusan      Gaji   mulai   dar! permintaan    kebutuhan      pembayaran      penghasilan       termasuk      perubahan      gaji,   pelaksanaan Pernbayaran    gaji  di lingkungan    Polri  serta   pengadministrasinya.

4.   Tara  Urut
	a.      BAD
b.      BAB
	I
II
	PENDAHULUAN

PENGGOLONGAN

	c.       BAB
	III
	KETENTUAN    UMUM

	d.      BAB

e.       nAB
	IV

v
	PELAKSANAAN

ADMINISTRASI

	f.      BAB
	VI
	PEN1JTUP


5.   Pengertian

a.        Personil   Polri  adalah   anggota    Polri   dan   anggota    Pegawai    Negeri    Sipil  (PNS)  Polri,

sedangkan    calon  personil   Polri   adalah   calon   Pegawai    ( Capeg)   PNS   Polri.

b.
Daftar      Pembayaran         Penghasilan         (Df'P)        adalah       Daftar     yang    memuat     nama pangkat,
jabatan     dan   NRP,     rincian    gaji   d~1.Openghasilan      lainnya    yang    dibayarkar kepada   anggota    Polri  dan  PNS.

Ie. Direktorat     .,
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Direktorat     Jenderal     Anggaran     adalah   unit  vertikal   Departemen    Keuangan   yang bertugas    melaksanakan    sebagian   tugas   pokok   Departemen    Keuangan    di  bidang Anggaran  Pendapatan   dan Belanja Negara  sesuai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh dan berdasarkan   peraturan  perundang-undangan   yang berlaku.

Surat   Perrnintaan     Pernbayaran     (SPP)   Gaji   adalah  Surat  Permintaan   Pembayaran Gaji yang  dilampiri  dengan  daftar  gaji dan diajukan  oleh  Bendaharawan   Gaji kepada KPKN  sebagai  dasar  penerbitan  SPM.

c.
Surat    Perintah    Membayar     Langsung    yang  selanjutnya  disebut  SPM  -  LS  adalah surat
perintah    membayar    langsung    yang   diterbitkan    oleh   KPKN    ke   rekening Bendaharawan   Polri  atau masing-rnasing  pegawai  pada Bank Pemerintah.

-..      Kantor     Perbendaharaan        dan   Kas   Negara    selanjutnya   di  sebut   KPKN   adalah kantor   unit  vertikal   Direktorat   Jenderal   Anggaran   yang  melaksanakan   pembayaran

atas tagih=n kepada  Negara  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku.

Surat   Keterangan     Penghentian     Pembayaran     Gaji   yang  selanjutnya  disebut  SKPP

·adalah   Surat   Keterangan    yang   diterbitkan    oleh   kantor   bayar   pada   KPKN   bagi anggota   Polri  dan  Pegawai  Negeri  Sipil yang  berubah  status  dan  digunakan  sebagai salah satu bahan dalam pengajuan  pembayaran  gaji lanjutannya.

Satuan     Kerja     (Satker)    adalah   unitJsatuan   terendah    di   bawah   Kcsatuan    Utama (Sattama)    yang   merupakan    satuan   terendah    pengguna    dana   yang   diberi   tugas, kewajiban  dan  wewenang   melaksanakan   tugas  pokok  dan  fungsi  Polri  di lingkungan wilayah wewenangnya.

Pembuat     Daftar    Gaji    yang   selanjutnya   disebut   PDG   adalah   pejabat   fungsional PersoniI  di  Satker  yang  ditunjuk  oleh  pejabat  yang  berwenang   dan  mempunyai  tugas membuat   daftar  gaji  dan  menghitung   hak-hak   kepegawaian   yang  berkaitan   dengan

Bendaharawan       Gaji   adalah  Pejabat   fungsional   di  Satker   yang  mempunyai   tugas rnenerirna,   menyimpan    dan   membayar   gaji   personii   dalam   pengurusannya    serta berkewajiban  mengirimkan   laporan   pertanggungjawabannya    secara  periodik  kepada

IKPKN          .
KPKN.
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Atasan      Bendaharawan         Gaji    adalah    Kepala    Satuan    Kerja   di  mana   Bendaharawan Gaji   berkedudukan,       yang   mempunyai     tugas    dan   wewenang     menandatangani       Dl'P sebagai     iampiran     SPP    untuk     diajukan     kepada     KPKN,     serta    secara     keseluruhan bertanggungjawab       atas  pelaksanaan    pengurusan    gaji  di Satkernya.

Laporan      Mutasi     Pembayaran        Gaj  i  yang   selanjutnya    disebut    LM     adalah   laporan yang   dibuat    oleh   PDG   bagi   Anggota    PolrilPNS     Polri   yang   mengalami    mutasi   yang berakibat    pada  perubahan    penghasilan

Buku    Penghasilan       Perorangan       (BPP)    KU-II     adalah   Buku   yang   digunakan     untuk mencatat    identitas    personil   termasuk    anggota    keluarga   yang   menjadi   tanggungannya. serta     penghasilan       perorangan       yang     diterima      dan     perubahan-perubahan          sesuai ketentuan    yang  berlaku.

n.

Spesimen     tanda    tangan     adalah   contoh   tanda   tangan   PDG,   Bendaharawan      Gaji,   dan Atasan
Bendaharawan       serta    personil     Polri    dan   PNS    di   lingkungan      Polri     yang disampaika   n kepada   KPKN.

o.       Gaji    IndukIBulanan        ·adalah   gaji  yang   dibayarkan    setiap   bulannya    kepada    Anggota
Polri,  PNS  Polri  dan  CPNS   sesuai  dengan   hak  kepegawaian    yang  dimilikinya.

p.
Susulan    Gaji     adalah    Gaji  yang    diajukan     sehubungan     belum    diterimaJdibayarkan kepada
Anggota     Polri,    PNS   Polri   dan   CPNS    karena    pembayaran     gaji   yang   masih menjadi   haknya,   belum  diajukarJdibayarkan       melalui  gaji  induklbulanan.

q.
Kekurangan         Gaji    adalah     Gaji    yang    diajukan     sehubungan      dengan     kekurangan pembayaran

kepada       personel/calon         personel       karena       perubahan        penghasilan sehubungan
  dengan   kenaikan    pangkat    kenaikan    gaji  berkala,    dan  mutasi  jabatan.   dan sebagainya
yang  belum  dibayarkan.

r. 

Uang     Muka    I Persekot    Gaji          adalah    pinjaman uang    tidak    berbunga      kepada personil
karena    dipindahkan     untuk    kepentingan     dinas   tidak   atas   perrnintaan     sendiri ke   tempat     lain   di   Iuar   wilayah    pembayaran      KPKN,    dan   pembayaran      kernbalinya

diatur   sesuai   dengan   ketentuan    yang  berlaku.

Is. Uang   Duka  .....
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s.

Uang  Duka    Tewas/Gugur      adalah   uang   yang   diterima   oJch  ahJi  wans   personil PolrilPNS   Polri  yang  meninggal  dunia  disebabkan   kecelakaan   dalam  melaksanakan dinas  dan  setelah   mendapat   Surat   Keputusan   uang   duka  tewas   dari  pejabat   yang berwenang  (PP No.  20 Tahun  1975).

t..

Uang  Duka   Wafat    adalah  uang  yang  diterima   oleh  ahli  wans   personil  Poiri/PNS Polri  {termasuk    CPN/CPNS),    Pejabat   Negara,    Pegawai   tidak   tetap   (PTT)   yang rneninggal   dunia  biasa  atau  bukan   karen a  l.ccclakaan   dalam   melaksanakan   dinas. sesuai ketentuan  yang berlaku.

u.

Terusan   Penghasilan   Gaji  adalah   penghasilan   yang   masih   berhak   diterima   oleh jandalduda   waJaupun  suamilistri teJah meninggal  dunia.

v.
Pajak  Penghasilan    adalah  Pajak yang dikenakan  atas  penghasilan  berupa  gaji, upah honorarium,
tunjangan    dan   pembayaran    lain   dengan    nama   apapun    sehubungan dengan
pekerjaan   atau  jabatan   sebagai   imbalan   atau  jasa   sebagaimana   dimaksud dalam pasal  l    UU NO.17 tahun 2000.

w.      Penghasilan   Kena  Pajak  (PKP)  adalah  Penghasilan   Netto   disetahunkan   dikurangi
Penghasilan  Tidak Kena Pajak (PTKP).

x.

Penghasilan    Tidak    Kena    Pajak    (PTKP)    adalah    jumlah     penghasilan    yang diperbolehkan
untuk    mengurangi    penghasilan    netto    dalam    rangka    menentukan Penghasilan  Kena Pajak.

y.
. Penghasilan  Bruto  (Kotor)  adalah  keseluruhan   penghasilan   menu rut  DPP  termasuk pembulatan  gaji brute  tanpa  penguranganlpotongan    dalam bentuk  dan tujuan apapun.

z.
Penghasilan  Netto (Bersih) adalah  penghasilan  bruto  dikurangi  biaya jabatan  dan iuran pensiun.

aa.

Tunjangan    jabatan    adalah   Tunjangan   yang   diberikan    kepada   personil   karena memegang jabatan  Struktural  atau jabatan  Fungsional.

16. Dasar          .
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BAB  II
PENGGOLONGAN
Penggoiongan      Buku    Petunjuk     Administrasi     Pengurusan      Penghasilan     PersoneI    Di

Lingkungan  Polri  sebagai berikut  :

a.       Ketentuan  Umum

1).     DIK Belanja Pegawai

. 2).      Struktur  Gaji

3).     Administrasi  Penghasilan

4).      Pejabat  Yang Menandatangani   Surat Keputusan

5).      Penghasilan  Personil

6).      Proses  Pembuatan  Daftar  Gaji

7).      Bendaharawan   Gaji

8).     Atasan  Langsung  Bendaharawan   Gaji

9).     Fungsi  Informatika

10).    Penerapan  PPh Pasal 21

b.      Pelaksanaan

1).     Pencetakkan   DPP Komputer

2).      Pengajuan  SPP

3).      Kelengkapan  Dokumen  SPP Gaji

4).     Pelaksanaan  Pembayaran  Gaji

5).     Penerbitan  Delivery  Order  (DO) Beras

6).     Pembayaran  Belanja Pegawai  di luar DPP

7).     Pengelolaan  KU-IIPenghitungan     Kebutuhan  Gaji

8).     Pertanggungjawaban    Keuangan  Gaji

9).     Penerbitan  SKPP

.10).    Pembukuan

11. Potongan   Terpusat  Dan Dipusatkan

12. Pengendalian   dan Pengawasan  Gaji

Ie Administrasi.    ....


,..
C.          Administrasi

!).      Lain - lain

2)       Satker/Juru   Bavar

3).      Kepala Keuangan

-1)            Kepala Dinas Keuangan  Polri
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5).      Disinfolahta  PoldaIBiro  Informatika  Polri

6)        Dirwatpcrs  PolrilKadit  Pers Polri
BAB  111..._.
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BAB   m
KETENTUAN  UMUM
DIK Belanja  Pegawai

a.

DIK   Belanja  Pegawai  disusun  terpisah  dari DIK  Belanja  Barang,  DIK  Belanja  DIK Pemeliharaan,  dan Belanja Perjalanan Dinas.

b.      Anggaran   yang  tersedia   dalam  DIK  Belanja  Pegawai   untuk  Gaji  (MA   llOOIMAK

5110),  Tunjangan   Beras  (MA    12001MAK   5120),   dan  Tunjangan   Uang  Lauk  Pauk (MA   1401IMAK  5140),  bersifat  prememorilcatatan    dan  bukan  merupakan   pagu.  Ini berarti   pembayaran   dapat   dilakukan   walaupun    telah   melampaui   DIK.   Sedangkan anggaran   untuk  lain-lain  Belanja  Pegawai   (MA   15001MAK   5150)  merupakan   pagu yang    tidak    dapat    dilampaui    penggunaannya,   yang    atas    pelaksanaannya     tidak memerlukan  SKOKIP3

c.     Pencairan   dana   Belanja   pcgawai   yang   disediakan   dalam   DIK   dilaksanakan   oleh

KPKN    atas    dasar    Surat    Permintaan     Pernbayaran    (SPP)    yang    diajukan    oleh

Bendaharawan   Gaji.

Penghasilan  Personel

a.      Melalui Daftar  Gaji

1)      Anggota  Polri

a)      Dinas Aktif

(1)        Gaji, Tunjangan,  dan Uang Lauk  Pauk (ULP)  Organik

(a)     Gaji

Anggota    Polri   sesuai   perundang-undangan     yang   berlaku, setelah  diangkat  dalam  pangkat  tertentu  diberikan  gaji pokok berdasarkan   golongan   ruang  yarig ditetapkan   untuk  pangkat tersebut   dan  diberikan  kenaikan  gaji berkala  bagi  yang  telah rnemenuhi persyaratan  yang ditetapkan.

/(b)  Tunjangan •••••
10
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSANKAPOLRI NO. POL       SKEP I  1665 I   XI I  2001
TANGGAL : 30          Nopember    2001
(b)     Tunjangan

Selain  gaji   pokok    kepada    anggota   Polri   berhak    mendapat tunjangan-tunjangan   berupa  :

((1)    Tunjangan   keluarga   terdiri   dari   tunjangan   istri/suami
sebesar     10%   dan    tunjangan     anak           .           . sebesar   2%   dari   gaji   pokok   dengan   jumlah    sesuai ketentuan  yang berlaku.

(2» 
Tunjangan    beras,   untuk   anggota    Polri    18  Kg   dan keluarga
masing-masing    10   Kg  dengan   jumlah   anak sesuai ketentuan  yang berlaku.

Apabila  tunjangan   keluarga  masuk  dalam  penghasilan Suami  maka,  bagi  lstri  yang  bekerja  sebagai   Pegawai Negeri  tidak  diberikan  tunjangan  beras,  demikian   pula sebaliknya

,.
(3»)  Tunjangan   jabatan    struktural   atau   tunjangan   jabatan

fungsional.
	«4»
	Tunjangan
	Brevet.

	(5)
	Tunjangan
	Polwan.

	«6»
	Tunjangan
	Babinkarntibmas.

	«7))
	Tunjangan
	Irja.

	«8»
	Tunjangan
	Daerah  Terpencil.

	«9»
	Tunjangan
	Perbaikan  Penghasilan  (TPP).


«   l Ojj'Iunjangan     lain-lain yang diatur oleh  Pemerintah

(c)     Tunjangan  LIang Lauk Pauk (ULP)  Organik b)      Diberhentikan  sementara  (skorsing)

I).      Anggota   Polri  yang  sedang   dalam  pemeriksaan   atau   penahanaa

yustisial,   hak-haknya  diberikan  penuh,   kecuali tunjangan jabatan.    .~
12). Anggota           .
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2).
Anggota   Polri  yang  sedang   ditahan   selama  proses   pemeriksaan, maka
uang   lauk   pauk   yang   bersangkutan    diserahkan    kepada Iembaga yang melaksanakan  pemeriksaan.

3).

Anggota    Polri   yang   dijatuhi   hukuman    penjara   atau   kurungan serendah-rendahnya
1   (satu)    bulan.    sesuai     Surat    Keputusan diberikan  hak-haknya  :

(a)     Gaji 75 % dari penghasilan  terakhir. (b)     Tunjangan jabatan  tidak diberikan.

4)
Pemberhentian     gaji   .oIeh    Kasatker     terhadap     anggota     Polri berdasarkan
Keputusan    Hakim    yang   telah   memiliki   kekuatan hukum   yang'  ancaman   hukumannya   4  tahun   atau   lebih  dengan hukuman  tambahan  diberhentikan   dari  dinas  Polri  maka,  Kasatker menerbitkan  Surat Keputusan  pemberhentian  gaji.

c)         Disersi

'"'
<Anggota   Polri  yang  meninggalkan   tugas   berturut-turut    selama  30  hari,
maka  gajinya diberhentikan   untuk   sementara   atas  dasar   Surat   Perintah

Kasatker.

d)      Hilang dalam melaksanakan  tugas

(I)
Terhadap   personil   yang  hilang  dalam  tugas   operasi/dinas,   diberi tenggang  waktu  selama  1 (satu)  tahun untuk mencari  personil  yang bersangkutan.
Dan  untuk  maksud  tersebut,   Kasatker   rnenerbitkan Surat Perintah  Pencarian  Orang  Hilang.

(2)

Selama   masa   pencarian   (satu   tahun),   kepada   personil   tersebut dibayar gaji penuh.

(3)
Setelah   masa   pencarian   berakhir,   bila  personel   tersebut   belum ditemukan,  maka Personil  tersebut  dinyatakan  gugur  atau tewas.

/(4.) Apabila            .
~~_...._---_----c---_-.        _-- ----           - -_---.  ----- ---
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(4)

Apabila    dikemudian   hari  ternyata   personil  yang  telah   dinyatakan gugur
atau   tewas    dapat    ditemukan    kembali,  maka    dilakukan peninjauan
kembali  atas    Surat   Keputusan  yang telah  diterbitkan

dan
menghitung   kembali  serta  membayar  hak-hak  yang  seharus- nya diterima.

e)       M.P.P.

Terhadap    personil    Polri    yang    M P.P,    hak-haknya    diberikan    penuh. Diberikan  gaji  penuh  selama   12 (dua  bel as)  bulan  dan  tetap  berhak  atas kenaikan  gaji berkala,  kecuali Tunjangan  Jabatan.

t)       Gaji Terusan  (Warakawuri/duda)

Terhadap   anggota   Polri  yang  meninggal,   kepada   warakawuri/duda/anak menerima     penghasilan penuh   menurut daftar   gaji,  termasuk tunjangan jabatan  dan tunjangan  ULP dengan  ketentuan  :

(I)         Selarna 6 (enam) bulan apabila rneninggal dunia biasa.

(2)

Selama   12  bulan  apabila   meninggal   dunia    dalam   melaksanakan tugas/mempunyai
Bintang Nararia.

(3) 
Selama   18  bulan   apabila   meninggal   dunia   karena   gugur   dan ditetapkan
sebagai     Pahlawan   - Nasional     dengan     Keputusan Presiden.

(4)      Tidak  dipotong   iuran  Wajib  untuk  DP (4,75%)  dan THT  (3,25%)

sebesar  8%, sedangkan  DPK sebesar  2% tetap  dipotong.

2)      Pegawai  Negeri  Sipil
a),     Dinas aktif

(I)         Gaji dan tunjangan

(a)     Gaji pokok

Anggota
PNS  sesuai perundang-undangan   yang berlaku, Isetelah
.....



.,',
"f
, I
I
I
I
,     'I,,
I
I
13

LAMPIRAN SURA T KEPUTUSAN  KAPOlRJ NO. POL       :  SKEP  I 1665   I  XI 12001

TANGGAL·    :  30          Nopember         2001
setelah diangkat  dalam pangkat  tertentu  diberikan  gaji pokok
berdasarkan   golongan   ruang  yang  ditetapkan   untuk  pangkat tersebut  dan diberikan kenaikan gaji berkala bagi yang telah memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan.

(2)       Tunjangan
	(a)
	Tunjangan   keluarga   meliputi   tunjangan    istri/suami
10% dan tunjangan  anak masing-masing  2%.
	sebesar

	(b)
	Tunjangan  beras  10 Kg per jiwa.
	

	(c)
	Tunjangan     jabatan      strukturaI     atau     tunjangan fungsional.
	jabatan

	(d)
	Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan.
	

	(e)
	Tunjangan  Irja dan Tunjangan  daerah  terpenciI
	


b)       Diberhentikan  sementara/skorsing

(l) 
75%  atau  50%  dari  gaji  pokok  sesuai   dengan  Skep  yang  diterima   . tanpa  tunjangan jabatan.

(2)
Mendapat      Tunjangan      keluarga     (tunjangan      istri/suarni     dan tunjangan  anak) dan Tunjangan  beras.

c)      Diberhentikan  karena  rneninggalkan  tugas

(J)        Selama   2  bulan   terus-menerus    meninggalkan    tugas,   maka   gajt

PersoneJ tersebut  diberhentikan  sernentara.

(2)
Lebih   dari   2   bulan   meninggalkan    tugas   terus-menerus     tetapi kurang dari 6 bulan  :

Dapat   ditugaskan   kernbali  ,  diberhentikan   dengan   hormat   tetapi gaji selarna menjalankan  rugas tidak dibayarkan

(3)

Lebih  dari  6  bulan  terus ..menerus   rneninggalkan   tugas,   anggota yang bersangkutan   diberhentikan  dengan tidak hormat  dan gaji

Idiberhentikan   .....
"  . .'.
:.'"i
diberhentikan.
d)      M.P.P.
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Terhadap   PNS  Polri  yang  M.P.P,  hak-haknya   diberikan  penuh.  Diberikan gaji  penuh  selama   12 (dua  bel as)  bulan  dan  tetap   berhak   atas  kenaikan gaji berkala,  kecuali Tunjangan  Jabatan.

e)      Gaji Terusan  (WarakawuriJduda)

Terhadap    PNS   Polri  yang  meninggal,   kepada   warakawuri!    duda   /anak menenma      Penghasilan   penuh  menu rut  daftar   gaji,  termasuk   tunjangan jabatan  dengan  ketentuan   :

(1)        Selama 4 (empat)  bulan apabila meningga[  dunia  biasa.

(2)
Selama     6    (enam)     bulan     apabila     meninggal     dunia     dalam melaksanakan  tugas.

(3)
Tidak  dipotong   iuran  Wajib  untuk  DP  (4,750.'0) dan  THT  (3,25%). sebesar  8% sedangkan  DPK  sebesar  2%  tetap  dipotong.

Di luar Daftar  Gaji.

1)      Honorarium

I
_)      Lembur

Uang Duka  Wafat, Tewas/Gugur

a)      Daftar   Perhitungan    uang   duka   wafat   yang   ditandatangani     oleh   PDG,
-
Bendaharawan   Gaji dan Atasan  langsung  Bendaharawan   Ga]i.
b)
Dafiar   Perhitungan    uang   duka   tewas/gugur    ditandatangani    oleh   PDG, Bendaharawan   Gaji dan Atasan  langsung  Bendaharawan   Gaji

c)
Besamya    uang duka  : (1).  Bagi personel  Polri

(a).   Uang   Duka   Wafat   sebesar   3  x  Penghasilan    terakhir   sebulan

(termasuk  ULP).

/(b).Uang  •••...
15
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOlRI NO. POL       SKEP I 1665 I  XI I 2001
TANGGAl  :  30       Nopember    2001
(b).

Uang     Duka   Tewas    1  gugur    sebesar    6  x  Penghasilan     terakhir sebulan   ( termasuk    ULP)

(2)  Besarnya    uang duka  bagi  PNS  Polri

(a).      Uang  Duka   waf at 3 x Penghasilan    terakhir   sebulan

(b)       Uang   Duka  Tewas/gugur     4 x PenghasiJan    terakhir    sebulan

rn-   1acam   Pcnghasilan

Penghasilan    teratur

.)       Gaji  Pokok

:)        Tunjangan    keluarga    (istrilsuami dan  anak)

.3)       Tunjangan    beras

..!)       Tunjangan   jabatan    struktural/fungsional/sandi/rnedis

-j        Tunjangan    Perbaikan    Penghasilan    (TPP)

6        Tunjangan    Irian  Jaya (Irja)

7)       Tunjangan    Khusus   Polwan

8        Tunjangan    Babinkamtibmas

9)       Tunjangan    Pengabdian    Wilayah   Terpencil

10)    Tunjangan    lainnya   berdasarkan     Surat  Keputusan    pejabat   yang  berwenang

Penghasilan
tidak  teratur   terdiri   dari  : I)
Honorarium

)       Honorarium    PokjalPanja

3         Uang  sidang

-)        Uang  lembur

S)       LIang  saku

16). Hadiah             .
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- adiah atau  penghargaan  dengan nama dan dalam bentuk  apapun easiswa

Lain-lain
penghasilan   yang berlaku  pada  Unit  Organisasi   Polri  sesuai  ketentuan g berlaku.

Gaji

kok   sesuat   dengan   tabel   skala   gaj:   yang   berlaku   berdasarkan    Peraturan

-_   gan isteri/suami  sebesar  10 % dari gaji pokok.

- angan  anak  sebesar  2  %  dari  gaji  pokok  dengan  jumlah  anak  sesuai  ketentuan

-_   gan jabatan  strukturallfungsional.

_mgan  Ketrampilan   (brevet);

-~angan Babinkamtibmas;

_angan daerah  terpencil

_angan Perbaikan  Penghasilan  (TPP).

- angan lain-lain yang diatur oleh Pemerintah

In. PPh           .
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PPh yang ditanggung  Pemerintah;

Porongan  :

l )     luran  wajib  sebesar  10 %  dari  gaji pokok  + tunjangan   isteri/suami   'f   tunjangan anak)

2)      Tunjangan  beras, apabila tunjangan  beras dibayarkan  dalam bentuk  natura

3)      PPh pasal 21, sesuai dengan  ketentuan  yang berlaku.

4)
Lain-lain menu rut ketentuan  yang berlaku. Uang Lauk  Pauk Organik  (ULP).

Administrasi     Penghasilan

~       Dl'P  (Daftar  Gaji) terdiri  dari :

1)      DPP  Gaji Induk

2)      DPP  Gaji Susulan

.))   Drp Kekurangan  Gaji (Rapel)

4)      OPP Gaji Terusan

Buku Penghasilan  Perorangan  (BPP KU-!  1)

Memuat    data   personil    yang   bersangkutan.     termasuk    susunan    keluarga,    mutasi kepangkatan   dan jabatan   serta  mutasi  Iainnya  termasuk   jumlah  penghasilan   yang  di terima  setiap bulan

Spesimen

Spesimen   untuk   PDG,   Bendaharawan    Gaji,   Atasan   Bendaharawan     Gaji  dikirim kepada  KPKN.

Setiap     awal    Tahun     Anggaran,     bila    tidak     ada    penggantian      pejabat     PDG, Bendaharawan      Gaji,     dan    Atasan     Langsung     Bendaharawan      Gaji,    Kasatker menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  kepada  KPKN,

Surat Keterangan  Tanggungan  Keluarga  (KU-llKP-4)

Kepala   Satker   mengirimkan    KU-lIKP-4     seluruh   anggota    Satker   kepada    KPKN

pernbayar  :

I )      Pada  setiap permulaan  tahun  takwin;

2)
Apabila ada perubahan  susunan  keluarga  karena  kawinlcerailanak   dewasa/anak kawinlkematian   yang dibuktikan  dengan  surat  nikah, cerai,  kelahiran,  kematian

., ldari   ....
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dari yang berwenang.

-  bat  Yang  Menandatangani      Surat   Keputusan

Pengangkatan   Pertarna  Perwira Polri oleh Presiden.

Pengangkatan   Pertama  Ba/Ta, cal on PNS dan PNS  oleh Kapolri.

enaikan  Pangkat,  Kenaikan  Gaji Berkala,  Penurunan  Pangkar  dan Mutasi itandatangani   oleh pejabat yang telah ditentukan

I
buaran   Daftar   Gaji                                                                                                                                   i
Pernbuat Daftar  Gaji (PDG)

I)

PDG   adalah   pejabat   di  tingkat   Satker,   yang   secara   fungsional   bertanggung jawab  atas kebenaran  kekuatan  personel  di Satkernya.

2)      Pengangkatan   PDG diatur sebagai berikut  .

a)      Tingkat  Sattama  wilayah diangkat  oleh Kapolda.                                                          - I
b)      Tingkat  Sawlma  Pusat diangkat  oleh rnasing-rnasing  Kasatker.

3)      Tugas,  wewenang  dan tanggung jawab  Pembuat  Daftar  Gaji yaitu :
a)      Bertugas   membuat  Daftar  Pembayaran  Penghasilan   bagi  seluruh  personel
I
yang  ada  dalam  Satkemya   beserta   keluarganya   yang  berhak ' menerima
pembayaran  penghasilan  dari Negara.

b)     Berwenang    menerima    dan   memproses    seluruh    laporan    mutasi   yang             I
terjadi,   yang  berkaitan   dengan   penghasilan   personil   yang  bersangkutan              I
seperti   kenaikan   pangkat/gaji/jabatan.     nikah/cerai,    tambah/kurang    anak dan lain-lain.

c)
Bertanggung    jawab    atas   kebenaran    kekuatan    personel   yang   rneliputi kekuatan  organik, tanggungan  isterilsuami  dan anak-anak.

d)
Membuat    dan   memelihara   data   Personel    yang   menerima   penghasilan secara akurat,  yang dapat  terbaca  perkembangan   perubahannya  setiap

Ibulan   ....
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bulan.

-)

Personel   yang  berhak   mendapat   gaji/tunjangan    di  Satker   adalah    personel organik
Polri  dan  PNS.  Tanggungan   keluarga   meliputi  istri/suami   serta   anak- anak, yang berdasarkan  ketentuan,  berhak  mendapat  tunjangan.

iutasi   penghasilan  personel

utasi   penghasilan   personel,   meliputi pengangkatan   personei  barn,  mutasi  kenaikan angkat,   kenaikan    gaji penambahanlpengurangan     tanggungan   keluarga,   pengakhiran
masa       dinas      karena         pensiun        atau      berhenti,       yang       berakibat       terjadi

.enaikan/pengurangan   jumlah   Pembayaran  penghasilan  dan mutasi  pindah. Pencetak  Daftar  Gaji

I)
Pencetak    daftar   gaji  adalah   fungsi   lnformatika    Sattama,   fungsi   Informatika Mabes  Polri  berdasarkan   Laporan  'Mutasi   LM-l   dan  LM-2    yang  dibuat  oleh PDG.

2)
Daftar  Gaji  dibuat  berdasarkan   Daftar  Gaji  bulan  lalu.  Apabila  terdapat   mutasi penghasilan
PDG    membuat    dan    mengirimkan     LM-l     dan    LM-2    kepada Informatika
   Sattama      dan      Bendaharawan        Gaji,      dilengkapi       dengan Skep/SpriniSurat
Keterangan  lain yang menunjukkan   perubahan  penghasilan.

3)    Fungsi  Informatika   bertanggungjawab    secara   teknis  dalarn  proses   pencetakan

Daftar  Gaji.

4)
Sahnya    Daftar     Gaji    sebagai     pertanggungjawaban       keuangan     bila    telah ditandatangani
oleh :

a)       PDG

b)      Bendaharawan   Gaji

c)      Atasan Langsung  Bendaharawan   Gaji

116. Bendaharawan              .

daharawan     Gaj i
Pengangkatan   Bendaharawan  Gaji
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I)       Pengangkatan      Bendaharawan         ditingkat     Satama     Wilayah     oleh    Kapolda

sedangkan  ditingkat  Mabes Polri  oleh rnasing-rnasing  Kasatker
	2)
	Pada  setiap  awal Tahun  Anggaran,  Kasatker
	mengharuskan   Bendaharawan      Gaji

	
	di  Satkernya   menyampaikan   pemberitahuan

penggantian  pejabat Bendaharawan   Gaji.
	kepada   KPKN   apabila  tidak  ada


3)        Tugas,  wewenang  dan tanggung jawab  Bendaharawan   Gaji
a)      Bertugas


menenma,        menyimpan,


membayarkan,      membukukan

semua transaksi  keuangan  yang terjadi  dan menyampaikan  laporan.

b)      Berwenang    memeriksa   dan   mengoreksi    Daftar   Gaji   serta   mengajukan
SPP.

c)
Membuat   laporan   keuangan   dan   pertanggungjawaban     keuangan   sesuai ketentuan  yang berlaku.

tasan  Langsung   Bendaharawan     Gaji

Yang menjadi Atasan Langsung  Bendaharawan   Gaji adalah Kasatker.

Kasatker   selaku   Atasan   Langsung   Bendaharawan    Gaji  bertanggung   jawab   secara keseluruhan  atas pengurusan  pembayaran  gaji di Satkemya.

Kasatker   memimpin,  memberi  petunjuk  dan  membina  Bendaharawan   Gaji  dan  PDG. di Satkernya.

ngsi lnformatika

- .gas,  wewenang  dan tanggung jawab  fungsi Informatika   :

=-
Menerima     laporan    mutasi    disertai    lampiran     Skep/SprinJSket     yang    mendasari perubahan  mutasi dari PDG.

Memproses   laporan-Iaporan   tersebut   ke  dalam   Daftar   Gaji  sehingga   hak  personel dapat diterima  sesuai haknya yang mutakhir.

Membuat/merancang   program  aplikasi penghitungan   hak-hak  personil,  serta

Imencetak   .....
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-"ilcetak    dalam format-format   sesuai ketentuan  yang berlaku ..

Terhadap   PDG/Satker   yang telah  mencetak   Daftar  Gaji sendiri,  Inforrnatika  berperan

-   agcti pembina  teknis  komputerisasi   untuk   memberikan   pelatihan/bimbingan    teknis

~ ada  para  operator  komputer .
	.=:~a,'penghasilan
	(PPh)  pasal  21 dikenakan
	terhadap
	orang  pribadi  atau  perorangan

	- erkenaan   dengan
	penghasilan  yang diterima
	
	


yek  PPh  pasal 21 di lingkungan  Polri terdiri  dari  : Personil  Polri

.:.)      Pegawai   Negeri Sipil (PNS)

- srif PPh Pasal 21

-::~I3.i   dengan     Undang-Undang        Nomor    17   Tahun   2000    pasal     17  ayat    I   adalah

agai berikut  :
Penghasilan  teratur  (siltur)

a)      Lapisan    penghasilan     kena    pajak    sampai      dengan     Rp    25 000.000.-

clikenakan tarif  10 %
b)      Lapisan  penghasilan   kena  pajak  di  atas  Rp  25.000000,-     sampai  dengan

Rp 50.000.000,-  dikenakan  tarif  j 5 %J.    .
c.)
Lapisan   penghasilan   kena   pajak   di  atas   Rp  50.  000.   000,-   dikenakan tarif 30 %.

Penghasilan  tidak teratur

Tarif  PPh  pasal  21 atas  penghasilan   tidak  teratur   dikenakan   sebesar   15 %,  clan tidak  ditanggung   pemerintah,     bersifat   final dan  tidak   digabungkan   lagi  dengan penghasilan
\ainnya.

IUn t IIk        .
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Untuk  anggota  PoIri  berpangkat  Ajun  Inspektur  Polisi Satu  (AIPTUlPeltu)    dan

Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  golongan   II ke bawah  tidak  dikenakan   PPh  pasal

21 at as pengbasilan  tidak teratur  yang diterimanya.

d       Penghasilan  tidak kena pajak (PTKP)
Sesuai   dengan   Undang-Undang    Nomor    17  Tahun   2000   pasal   17  besarnya

PTKP  satu tahun  pajak sebagai berikut  :
I)       Sebesar   Rp  2,880.000,-    (dua  juta   delapan   ratus   delapan   puluh   ribu  rupiah)               I
untuk  diri wajib  pajak  pribadi,  sebulan  sebesar  Rp  240.000,-   (Dua  ratus  empat

puluh ribu rupiah),

2)
Sebesar   Rp   1.440.000,-    (satu  juta   empat   ratus   empat   puluh   ribu   rupiah), tambahan   untuk  wajib  pajak  yang  kawin,  untuk  sebulan  sebesar  Rp  120.000,- (seratus  dua puluh ribu rupiah).

3)       Sebesar   Rp   1A40.0qO,-   (satu  juta   empat   ratus   ernpat    puluh   ribu   rupiah),

tambahan   untuk setiap anggota  keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda  dalam               I - garis  keturunan   lurus  serta  anak  angkat  yang  menjadi  tanggungan   sepenuhnya,                I paling    banyak  3  (  tiga  )  orang     setiap    keluarga,     untuk     sebuIan    sebesar

Rp  120.000,-  (seratu  dua puIuh ribu rupiah).

Cara
penghitungan      penghasilan     kena    pajak    (PKP)     dan    pajak     penghasilan pasaI 21 (PPh pasaI 21).

1)      Penghasilan  teratur

Penghasilan
kena    pajak (PKP),    untuk    menentukan    besarnya     PKP hams dihitung:

a)
PenghasiIan   bruto   sebulan   (gaji   pokok/   ditambah   dengan      tunjangan- tunjangan).

b)      Pengurangan  yaitu  :

(I)          Biaya   jabatan,     5   %    dari    penghasilan    bruto     (    maksimum
Rp 108.000,-  sebulan)

1(2).luran          .
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(2)         Iuran  pensiun 4.75 % dari gaji pokok  ditambah  tunjangan  keluarga
(gaji brute)  berupa tunjangan  istrilsuami  dan tunjangan  anak.
(3) 
Penghasilan     netto    sebulan    yaitu    penghasilan     bruto     sebulan dikurangi biaya jabatan  dan iuran pensiun.

(4)
PKP  adalah  penghasilan  netto  sebulan  pada  butir  (c)  dikalikan   12 dan dikurangi PTKP  1 tahun.

(5)
Penghitungan  PPh pasal 21 dilaksanakan  sebagai  berikut  : Besarnya PPh pasal 21 setahun  adalah PKP  kali tarif. -

Besarnya  PPh  pasal  21  sebulan  adalah  PPh  pasal  21  setahun dibagi dengan  12.  (Contoh  Penghitungan   terlampir)

2)      Penghasilan  tidak teratur

Untuk  menghitung  besarnya FPh  pasal  21  aras  penghasilan  tidak  teratur,   tidak perlu   menentukan    besarnya   PKP   terlebih   dahulu,   langsung   dihitung    15  %   dari penghasilan    dan   bersifat   final,   sehingga   tidak   digabungkan    dengan    penghasilan Iainnya.   Penghasilan    tidak   teratur   yang   diterima    oleh   prajurit    Polri   berpangkat AIPTU  (Peltu)  ke bawah  dan anggota  PNS  golongan   II D ke bawah  tidak  dikenakan PPh pasal 21 (Contoh  Penghitungan  terlampir).

BAB  IV .....
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BABIV
PELAKSANAAN
20.     Proses  Pencetakan    Daftar   Gaji.
a.

Daftar  Gaji  dicetak   dengan   menggunakan   sarana  komputer   oleh  Informatika   Polri Hal ini dimaksudkan  untuk  kecepatan,   akurasi,  dan efisiensi.  Daftar  Gaji dapat  dibua secara  manual,  namun  tetap   mengikuti   format  yang  telah  ditentukan.   DPP  rnanua tidak mengurangi  keabsahan  serta esensi pertangungjawaban   Keuangan.

b.      Daftar    Gaji   dicetak    oleh    masing-masing     Satker,    namun    apabila    Satker    yan~
bersangkutan  belum dapat  mencetak  sendiri dapat  dicetak  oleh Biro Informatika..      _

c.      Proses  pencetakan  Daftar  Gaji.

1)      DPP dicetak  sesuai data DPP bulan sebelumnya  apabila  tidak ada perubahan

2)      Bila terdapat   mutasi  penghasilan  maka  antara  antara  tanggal   10 sampai  dengan

25  (dua  bulan- sebelumnya)   ,  PDG  membuat   LM-I/LM-2  berdasarkan   semU' dokumenlcopy   Surat  KeputusaniSurat   PerintahiSurat   Keterangan   atau  dokumen lainnya yang menyebabkan  terjadinya  mutasi penghasilan.

3)      LM-l    dan   LM-2   dibuat   dalam   rangkap    3,   lembar   kedua  , dikirim   kepada

. Informatika     Polri  untuk   dtproses   ke  dalam  daftar   gaji,  lembar   asli  dikirim kepada
Bendaharawan      Gaji    untuk     selanjutnya     dikirim    bersama     copy Skep/SpriniSurat
Keterangan   sebagai  lampiran  kepada  KPKN.   Lembar   ketiga

."
menjadi arsip di Satker.

4)      Fungsi   Informatika   Polri   mencetak   daftar   gaji  dan  mengirimkannya    kepada
Pembuat  Daftar  Gaji paling lambat tanggal  10 sudah  diterima  ~i alarnat.

Bendaharawan   Gaji memeriksa   kembali  daftar  gaji yang  diterima  dari  Pembuat. Daftar  Gaji.

d.     Daftar  Gaji terdiri dari

/1).  Daftar  .... ;,
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I)    Daftar   Pernbayar   Penghasilan    Perorangan(     KU  -107   )
,
2)    Rekap  jurnlah   penghasilan    yang  dibayar   ( KU-I  06)

3)    Rekapitulasi    jumlah   kekuatan    personil   ( KU-l  02)

4)    Rekapitulasijumlah       penghasilan    pergolongan     pangkat   (KU~108)

Penghitungan     :<.ebutuhan  Gaji

I)
Bendaharawan      Gaji  antara    tanggaI    10-15   merneriksa     daftar   gaji  yang   diterima dengan
eara   membandingkan         Daftar    Gaji   bulan      lalu     denz~an       Daftar    Gaj.i
bulan        yang        akan        dibayarkan.          Personel      yang     mengalami      perubahan

penghasilan     atau   tidak   tereantum      dalam    daftar    gaji,   agar   dieek    kelengkapan
	dokumen
	yang
	mengakibatkan
	perubahan    _  penghasilan
	personeI
	yang

	bersangkutan.
	
	-
	
	
	


2)        Setelah   dilakukan   penghitungan,     Bendaharawan      membuat    :

a)
Rekapitulasi      kebutuhan      pembayaran      penghasilan      pergolongan       pangkat (KU-I06),

terpisah      antara     jumJah     yang     dibayarkan       dengan     jumlah potongan
(Dana   Pensiun,    Tunjangan    Hari   Tua   dan  Perumahan     serta   Dana Pemeliharaan

Kesehatan       (KU-I08)        ).     Daftar      rekapitulasi        tersebut ditandatangani

  oleh     Pembuat      Daftar      Gaji,     Bendaharawan        Gaji    dan Kasatker.

b)

Apabila    terjadi    perubahan     dibandingkan      bulan    sebelurnnya,     pada    daftar gaji   dilampirkan     copy   Surat    KeputusaniSurat       Perintah/Surat        Kererangan atau   dokumen    lainnya   yang   mendasari    perubahan     penghasilan.     Daftar   gaji yang
belum    ditandatangani       oleh   personel     yang    berhak     menerima      gaji, lembar

terakhir    daftar    gaji   ditandatangani      oleh   Bendaharawan       Gaji   dan

Atasan

Bendaharawan       Gaji.    Bagi    personel      yang    mendapat      kenaikan pangkat,

kenaikan   gaji,  atau   mutasi   jabatan    yang   belum   mendapat    petikan Surat
Keputusan,      dapat    melampirkan      Surat    Telegram    tentang   kenaikan

/gaji           .
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gaji  atau    mutasi   jabatan    personil   yang bersangkutan.   Surat  Telegram psebut     harus dilegalisir oleh  pejabat   yang berwenang.

b.       SPP  Gaji induk  diajukan  oleh  Bendaharawan   Gaji  kepada  KPKN  dalam  rangkap  riga
paling  lambat  tanggal   15. SPP  Gaji induk,  gaji susulan,  gaji terusan   dan  SPP  lainnya dapat   diajukan   setiap   saat,   dan  melampirkan   tiga   rangkap   daftar   gaji  yang  belurn ditandatangani   anggota.

c.       KPKN   melakukan   perneriksaan   terhadap   Daftar  Gaji yang diajukan  Bendaharawan

Gaji.Khusus     untuk    gaji    bulan    Januari      2002,      KPKN    penerima     SKPP    harus rnemperhatikan      ~KPP  kolektif    sesuai  DPP  bulan  Desember   2001   yang  dibuat  oleh KPKN  penerbit   SKPP.   Sedangkan   untuk  Gaji  bulan  selanjutnya,   KPKN   mendasari pemeriksaannya   dengan  Daftar  Gaji bulan Ialu  serta  dokumen   rnutasi/laporan      mutasi yang terjadi.

d.

Apabila   diternui   kesalahan/kekurangan,          KPKN   berwenang      mencoret/rnemperbaiki Daftar
Gaji  yang  diajukan   sehingga  mendapat  jumlah  penghasilan     yang  pasti  urrtuk dibayarkan.

e.

KPKN   rnengirim   kembali   hasil  koreksi   Daftar   Gaji  kepada     Bendaharawan     Gaji, selanjutnya
Pembuat      Daftar     Gaji     dan     Bendaharawan       Gaji      rnenyesuaikan Imemperbaiki


sesuai   hasil  koreksi   KPKN.   Dalam   pelaksanaannya,       KPKN    dapat berkoordinasi

langsung   dengan   Bendaharawan   Gaji  atau  PDG  untuk    mempercepat proses  pcmeriksaan

f

Setelah  diketahui  jumlah  yang  pasti  untuk  djgayarkali.  KPKN    menerbitkan     SPM  dan menyalurkan
dananya  kepada  rekening  Bendaharawan   Gaji,   sehingga  pada  tanggal   1

Bendaharawan     dapat    mencairkan    dana   untuk   pembayaran    gaji   personil    Satker pelayanannya.

122. Kelengkapan           .
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Kelengkapan     Dokumen   SPP  Gaji

Gaji InduklGaji  BuIanan

1)      Oaftar   gaji   yang   telah   ditandatangani    oleh   POG,    Bendaharawan     Gaji   dan

Atasan Iangsung  Bendaharawan   Gaji daIam rangkap  tiga.

2)
Salinan     Surat     Keputusan     Pengangkatan      Pertama     sebagai     personel/calon personel
r1;:dam hal terdapat   penambahan   personellcalon    pegawai   (Perwira   oleh Presiden,  dan Ba/Ta/Pbl.S/Capeg   oleh Kapolri).

b       Surat  Keterangan   dari Kasatker  bahwa  anggota  tersebut  teIah melaksanakan   tugas  di

Kesatuan  baru, untuk  anggota  mutasi masuk  baru.

3)

KU-1/KP411\.1odel        OA. 0 I.  04, dalam  hal terdapat   personel/calon    personel  yang mengalami
perubahan       susunan    keluarga      disertai    dokumen       pendukungnya ber  -pa  •
d)        Copy Surat  Nikah yang telah dilegalisir;

b)      Copy  Akte Kelahiran  yang telah dilegalisir;

c)       Surat    Keterangan     kuliah/sekolah     bagi    anak    yang    berumur     di   atas

21  tahun  sampai  dengan  25  tahun,  yang    masih    kuliah/sekolah,      belum bekerja,    belum/tidak     pernah    menikah,    tidak    mempunyai     penghasilan sendiri       dan     menjadi     tanggungan       personellcalon       personel     .  yang bersangkutan

d)

Surat   Keterangan   Cacad   bagi  anak  yang  telah  berusia   di  atas  21   tahun yang
tidak   dapat   rnencari   penghasilan    sendiri.   yang   dikeluarkan      oleh pejabat   yang  berwenang    (Dokter  Pernerintah).

4)       Dalam  hal pembayaran  gaji untuk  pegawai  pindahan  dilengkapi  dengan  •

a)       Surat Keterangan  Penghentian  Pembayaran   (SKPP)  lembar  asli.

c)

Surat  Pernyataan   Pelantikan  atau  Surat Keterangan/Perintah     serah   terima jabatan
  (untuk   jabatan    struktural)    dan    Surat    Pernyataan       rnenduduki jabatan
(untuk jabaran  fungsional)

/c).  Copy .....
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c)        Copy  Surat   Keputusan  rnut asi pindnh   yang  cil~g"li:;p.

6) Dokurnen      P1U!,l:)1    kepegawaian       laiunva    ba::'1    y,\I~g  nail:    pangkat   ,   naik    gaJI.
7)
Daftar   potongau   u:nng_ kep<tdJ i;q,:ara  (stl'21:.i   SC\\·a rumah   dinas,  ganti  rugi. pengerubalian  pcrsekot  g:;!ji dan iain-lain)



:r;.'.
!
$L;J'

Delivery   Order   Beras  (DO   Beras I,  dalarn  h,,1 tuniaugan   beras  c'iberikan  dalam

bcntuk  natura.
Susulan  Gaji

1)       Daftar    gaji  susulan   ya:lg  te.l:tli dit1ndJtiln:],(I;li      olch  Bembuat    Daftar    Gaji  (PDG).
Bcndaharawant   mj: dan Atasun  :k'1d"har;1\)/i'\JI   Ciz_iidih.lc.t   dalarn  rangkap  liga.
2)        COlJY     Surat       Keputusan           Mutf:,'        dari      pcjah:H   vall~    uerwcnang     dl111   sudah
dikga;i~ir

4}
Sura!   pernyataan    pelantikan    atau   Sural   ~~.'~ICl8n~fan/p,::·in(ah   Serah   Terima Jabatan
(untuk   jabatnn   strukturr  l)  drill   SlJftlt  Ketcraugau      rncnduduki   jabaian (unluk    jabatan Tungsi(1f1al)dar;   K~',~lker baru

.5}         SKPP  asli dalam  hal personcl/calon   pegawai  bcrsangkutan  .acatah pindahan dari

Satker di ~lIa!wilayah  pcrnbayaran   KPK.0! bersangkutan

Kekurangan gaji (Rapel)

I)   Dafiar  Perhtungan        Kekurangan    Gaji   yt\n~  tclah   ditandaiangaui        oleh   Pembuat

Daftar   Gaji.  Bendaharawan    Gaji  dill]  Arasan  Bendaharawan   Gaji  dalam  rangkap
2)    Copy      SK     Kenaikan       Gilji     Berkaia       (KGB)      yang     telah      dilcgalisir       apabila
kekurangan     gail   yang  dimint  akan  kare na adanya   keuaik  an ~a.;j berkala.                                        : ;
Copy  SK Kenaiknn  Pangk at Yill1g ielal:  drlegalisir apabila  kekurangan gaii  yang

/d imlnt   akan    .....
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dirnintakan  karena  adanya  kenaikan  pangkat.

4.)

Copy   SK   Pengangkatan    dalarn Jabatan  -yang   tclah   dilegalisir.      disertai     surat pernyataan
pelantikan    aiau   surat   keterangan/perintah      serah   terima    jabaian apabila
kekurangan    gaji  yang  dimintakan   karena   adanya   kenaikan     tunjangan jabatan.

Clang Muka/Persekot      Gaji

I)      Daftar   Perhitungan   liang   muka/persekot    gaji  yang  telah  ditandatangani    oleh

PDG, Bendaharawan   Gaii dan Atasan Bendaharawan   Gaji dalam  rangkap  liga.

2)      Copy    SlI! at    Keputusan      mutasi/pindah       dari   pejabat     berwenang      yang   telah

dilegalisir    .
.~ j                Surat     Perrnintaan    Persckot   Gaji   karena   pindah,   Yang ditandatangani   oleh pe:-::oneJ
bersangkutan     . dan      dikerahui/disetujui         oleh      pejabat      vanv

!'crwenan ,-!/ d it t Inj IIk.
4'/              Pembavaran   k•  embali  uans'-z......

muka/persekot   diatur  sesuai  dengan  ketentuan



_.                   ..._

berlaku   dengan   GEl!"_m(!emotong angsuran   tiap-tiap   bulan  dari  penghasilannya

Bcsarnya  uang muka gaji adalah  :

a)

Satu  bulan  pcnghasilan   di  luar  tunjangan   jabatan.   tunjangan      beras,  dan uang  lauk  pauk  (Gaji  Pokok  ~- Tuuiangan   Keluarga)   bagi   personel/calon personel
yang tidak kawin.

h)
Dua  bulan   penghasilan   di  luar  tunjangan   jabatan,   tunjangan   beras.   dan uang  lauk  pauk  (Gaji  Pokok   + Tunjangan   Keluarga)   bag:  personel  C<iIO!l personel
yang berkeluarga  (kawin).

Pemotongan      angsuran     dilakukan     setiap     bulan    mulai    bulan    berikutnva pernbayaran   uang  muka  gaji  sebesar  seperdelapan   dari jumlah  uang  muka  gaji  bagi pcgawai  yang  tidak  kawin.  Persekot  gaji tidak  diberikan  kepada  pegawai  yang  pindah atas  permintaan  sendiri atau pindah masih dalam satu wilayah pernbayaran.

/g.  Uaug ....
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	g.
	Uang
	Duka
	Wafat
	

	
	1)
	Surat
	Keterangan
	kernatian    dari   pejabat    yang
	berwenang
	serendah-rendahnya


LurahIKepala     Desa.

2)       Surat   Keterangan     dan  permintaan    tunjangan    dan  atasan   langsung. h.       Uang  Duka   Tewas/Gugur

1)    Surat   Keterangan     Kematian   dari   peiabat    yang   berwenang     serendah-rendahnya

Lurah/Kepala     Desa.

2)    Surat   Permintaan    Tunjangan    Kematian   dari  Kasatker.

3)

Surat   Kepurusan  dari  pejabat   yang  berwenang    yang   menyatakan       personel/calon personel
bersangkutan       tewas/gugur.      yang    telah     mendapat      persetujuan       dari Badan   Kepegawaian     Negara   (BKN)   untuk   PNS  Polri  dan  dari   KapolrilKapolda

unt..k  anggota    Polri.

1.            Gaji  Orang  Hiiang

Surat   Keterangan     dari   Kasatker    yang   menyatakan     perso~il    tersebut    hi lang  dalam tugas    dart   sedang    dalam    pencarian     Kelengkapan      dokumen      SPP   Gaji   lainnya    bagi orang   hilang  sarna  dengan   keJengkapan    dokumen    SPP  Gaji  induk.

J.       Terusan    Gaji/Gaji   WarakawuriiDuda

1)

Daftar    Perhitungan     Terusan    Gaji  yang   ditandatangani      oleh   PDG,    Bendaharwan Gaji   dan    Atasan    Bendaharawan       Gaji   dalarn    rangkap     tiga.    Pada     lajur   tanda tangan
dicantumkan       nama    lengkap    janda/duda       yang     menerima      penghasilan tersebut.
  Di bawah   nama  personil   dicantumkan      tanggal     meninggal      dunia.

2)       Dokumen    pendukung    lainnya   :

Surat   keterangan     kernatian    dari  pejabat   yang   berwenang     serendah-     rendahnya

Lurah/Kepala

Desa/Kasatker,   bagi  yang  meninggal    biasa  ( wafat   ). Keputusan
Kapolri   bagi  yang  gugur   atau  tewas

Keppres   bagi  yang  memiliki   bintang   Nararya

/d.  Keppres       .
~... ._                .  -_  ..~-       ...    ~.
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d.     Keppres  bagi personil yang gugur  dan ditetapkan   sebagai  pahlawan  Nasional
3)

Terusan   penghasilan   gaji tidak  dibayarkan   apabila  tidak  ada  keluarga   pegawai yang   berhak   memperoleh      pensiunldudalahli    waris,   kecuali   apabila   pegawai yang  bersangkutan   tewas.

4)

Potongan    terhadap   penghasilan   gaji   hanya   dikenakan    potongan    iuran   wajib Dana
Pemeliharaan    Kesehatan    sebesar    2   %.  ApabiIa   terjadi    keterlanjuran memotong
10 %,  maka  kelebihan  potongan   8 %  untuk  PT.  ASABRI   agar  di cantumkan
 pada    SKPP    agar   dibayarkan     kembali    pada   jandalduda      yang bersangkutan   oleh PT. ASABRl.

Pelaksanaan     Pembayaran     Gaji.

a.       Setelah  menerima  SPM Daftar Gaji 1 (satu)  rangkap  dari KPKN,  Bendaharawan
Gaji mcncek  apakah  dana Gaji telah tersedia  direkening  Bendaharawan   Gaji.
b.

Tanggal    Isetiap   bulan  Bendaharawan    Gaji  mengambil   uang  di  Bank   tempat kedudukan   Satker tersebut  dan membayar gaji kepada  personil.

c
ApabiIa   Bendaharawan    Gaji  mengambil   uang   gaji   seeara   tunai,   maka   harus dilakukan  pengawalan  untuk pengamanan  sebagaimana   mestinya.

Kelebihan   Dana   Gaji  dan  Pengembaliannya

a.
Dana  Gaji yang  tidak  diambil personil  tetap  dianggap   sebagai  pengeluaran   rutin gaji dan  harus disetor  oleh Bendaharawan   Gaji ke  r~_l<,eningKas Negara  melalui Bank   Persepsilkantor    pos  dengan   menggunakan    Surat   Setoran   Bukan   Pajak (SSBP)   MAP  0811  untuk  gaji Tahun  Anggaran   Berjalan  dan MAP  082]  untuk Gaji Tahun  Anggaran  laIu.

b.
Pengembalian   dana  gaji  tersebut   dilaksanakan    pada   akhir  bulan  ketiga  untuk memberi
kesempatan    apabiIa   personeI   tersebut    temyata    berhak   dan   dapat menerima  gajinya. Dalarn hal gaji tersebut  tidak  diambil  dalam 3 (tiga)  bulan

/berturut,    ....
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/
berturut-turut    maka  pada  9u1an keempat   pembayaran   gaji  yang  bersangkutan dihentikan.

Penerbitau    Delivery   Order   (DO)  Beras
Untuk   pelaksanaan   pembayaran   beras  dalam  bentuk   natura,   penerbitan   DO  Beras

(contoh  formulir  terlampir)  diatur  sebagai berikut  :

a.      DO  Beras   dibuat  dan  ditandatangani   oleh  Bendaharawan    Gaji  serta  diketahui   oleh

Kasatker  dalam rangkap  lima.

b.
Jumlah   yang  tercantum   dalam  DO  Beras   adalah  jumlah   realisasi   tunjangan   beras. seperti  yang tercantum  dalam Daftar  Gaji.

c.      DO Beras  yang telah disetujui  oleh KPKN  didistribusikan   :

1)

Lembar  asli dan dua lembar tembusan  disampaikan  kepada  Bendaharawan   Gaji, selanjutnya
Bendaharawan    Gaji   mengirimkan    lembar   asli   dan   satu   lembar
tembusan  kepada  KA Dolog/Sub   Dolog  sebagai  dasar  permintaan   beras  kepada

Menteri  Keuangan.

2)      Dua  lembar tembusan  dikirim kepada  KPKN .

. Tata  Cara  Pembayaran     Belanja   Pegawai   Non  Gaji
Pengajuan     SPP    untuk    pembayaran    Belanja  Pegawai   Non  gaji  hams  diperhatikan hal-hal   sebagai berikut  :

a.
Bendaharawan    mengajukan   SPP  kepada  KPKN   dengan   memperhatikan    pagu yang
tercantum    dalam   DIK   Belanja   Pegawai   Non   Gaji  dari   Satker   yang dilayani

b.
Kasatker    mengajukan    tagihan    Belanja    Pegawai    Non    Gaji   secara    definitif dengan  kelengkapan  bukti  :

1)       Uang lembur dan Honor

/-sPP ......
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Spp

Daftar  Hadir

Daftar   Perhitungan

Sprin

2)
Tunjangan    Resiko Jihandak,  Gegana   dan  \Vanteror    : SPP

Skep  Kasatker

Daftar   Nominatif   (belum   ditanda   tangani)

:3)
Uang Representasi     : Spp

Skep

Daftar   Norninatif  (belum   ditandatangani) Surat  Kuasa

c.    Dokumen      Pertanggungjawaban         Keuangan      dibuat     dalam     rangkap     4   (ernpat)
dengan   ketentuan    :

1)   Lembar   kesatu   dan  kedua   dikirm   kepada    KPKN

2)   Lembar   ketiga  dan  keempat   untuk   Satker   yang  bersangkutan
Pengelolaan    K U-l1

a.

Penyimpanan,      pemeliharaan     dan   pengisian     data    personel,     serta   jumlah     penghasilan yang
diterirna     pada    Kl.I-l  l ,  hams    dilakukan     setiap    bulan   oleh   Juru   Bayar    secara benar,   tepat   waktu   dan  tertib.

b.       Buku   penghasilan    perorangan    KU-ll     digunakan    untuk   :
1)·      mencatat    data  identitas   personel   serta  perubahan-perubahan        yang  terjadi,

/berdasarkan             .
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berdasarkan  data otentik  yang diterbitkan  oleh pejabat  yang berwenang.

2)     Mencatat  data  pernbayaran  penghasilan  personil  dan  bahan  peugujian  pada  opp
Ku-  I 07 yang telah ditandatangani   anggota

3)      Sebagai  kelengkapan  pengurusan  pensiun yang dilarnpirkan  pad a SKPP

c.      Personel  yang  pindah  ke kesatuan  lain di luar pelayanan  KPKN,  agar membawa  buku

KU- J    1 untuk  selaniutnya  diserahkan  pada Bendaharawan   Gaji di kesaruan  baru. -

Pertanggungjawabau       Keuangan  Gaji.
a        Surat Pertanggungjawaban   (Perwabku)  Gaji

J)            Perwabku    Gaji terdiri dari  KU-l  06,  KU-!  07_ KU-l 02  dan  KU  - i 08

2)      Bendaharawan   Gaji  rnengirim  Daftar  Gaji  yang  telah   -ditandatangani   personel

\'Em:: berh~k   rnenerirna,    dan  pada  lernbar  terakhir  ditandatangani   oleh  Pembuat

Dattar  Gaji, Bendaharawan   Gaji dan Kasatkcr

b       Daftar    Gaji   yang  telah  ditandatangani   Juru  Bay>r, PDG, Bendaharawan   Gaji, dan

Kasatkcr  dikirim l.epada KPKN

c.

Setiap  personel   dapat  menguasakan   pengambilan   gajinya  kepada  orang  lain dengan membuat  Surat Kuasa.

d.

Bagi   personel    yang   bertugas    jauh    di   pedalaman    atau    Polsek     terpencil    dapat mernberikan
kuasa  secara  kolektif  kepada  Bendaharawan   Gaji uutuk   menandarangani Daftar Gaji dan rnengirirnkan gajinya kepada  masing-rnasing  personel.

e_

Surat   Kuasa   kolektif   ditandatangani    oleh    masing-masing    personil.     diketahui   oleh atasannya/Kapolsek/Kapolres
( contoh  terlampir    )
f     Perhitungan  keuangan  dikirimkan  kepada  :

I. Lembar  pertama  ke KPKN

2_ Lembar kedua  Kadisku melalui Kaku

/3  Lembar  ... ,_.
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3.  Lembar  ketiga arsip

Penerbitan     SKPP.
Personil  yang  melaksanakan  keputusan  pindah antar  Satker  dalam pelayanan  KPKN yang berbeda  diatur  tata cara penerbitan  SKPP sebagai  berikut  :

a.

SKPP  disiapkan  oleh  Bendaharawan   Gaji  dan  dikirim  kepada  KPKN   yang  melayani, selanjutnya   KPKN  mengirim  SKPP  lembar  kedua  kepada  KPKN  baru  sesuai  tempat kedudukan
Satker   barn.   SKPP  lembar   kesatu   dikirim  kepada   Bendaharawan    Gaji untuk   diberikan   kepada   personil  yang  bersangkutan,    lembar   ketiga   dikirim  kepada Bendaharawan
  Gaji   barn   yang   melayani,   dan   lembar   keempat    diberikan   kepada Bendaharawan
Gaji lama.

b.
Apabila      personil      tersebut      telah     melaksanakan      kepindahannya      di     tempat kedudukanuya
yang  bam,  dan ternyata  SKPP  dari  KPKN  lama belum  diterima,  maka sambil  menunggu   datangnya   SKPP  dari  KPKN   lama  (Jembar  kedua),   KPKJ'J  barn dapat   memproses   pembayaran   gaji  personil   tersebut     berdasarkan      SKPP  lembar

.pertama   yang    dibawa   oleh  . personil     yang    bersangkutan     serta    Copy     lembar

terakhir      Buku    Pembayaran     Penghasilan     (KU-I1IModel     DA. 01.02   )   personil yang bersangkutan   yang telah dilegalisir oleh Bendaharawan   Gaji.

c.
Pad a  prinsipnya   SKPP   dibuat   untuk   masing-masing    personil   satu   SKPP.   Sedapat mungkin   dihindari  pembuatan   SKPP  secara   kolektif   bagi  kepindahan   personil   yang bersifat  rombongan.

d.

Untuk  personil  Polri/pegawai   pensiun,   SKPP  dibuat  dalam  5 (lima)  rangkap  dengan ketentuan   sebagai berikut  :

a).   SKPP   lembar   asli  dan   lembar   III    disampaikan    kepada   Bendaharawan     Gajil Pembuat

Daftar   Gaji  ditempat   yang  lama  dengan   surat  pengantar.    Selanjutnya SKPP
lembar    asli   diserahkan    kepada    Personel     yang    bersangkutan     untuk diteruskan   kepada  PT.  ASABRI  (persero  ).

/b).  Lembar          .
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b).  Lembar  II disampaikan  kepada  PT. ASABRI  (persero)  dengan  surat pengantar

c).   Lernbar   rv  dikirim   ke  KTUAIKASIPA    yang   mewilyahi   PT.   ASABRI   yang membayar  pensiun.

d).  Lembar  V sebagai arsip.

e.      Pembuatan   SKPP Kolektif dalam rangka  pembayaran  gaji Januari 2002.

1)
Sebagai  persiapan  pembayaran  gaji  oleh  KPKN  yang  baru  menerima  limpahan pelayanan   gaji  dari  KPKN   lama,  maka  tiap  Bendaharawan    Gaji  mengajukan SKPP Kolektifberdasarkan    Daftar  Gaji bulan Desember  200 I.
2)
Pembuatan    SKPP  Ko!ektif  tersebut   dimaksudkan   sebagai   patokan   awal  bagi KPKN untuk mengetahui posisi realisasi terakhir pembayaran gaji Satker yang bersangkutan,

selanjutnya     menjadi    dasar     bagi    KPKN     untuk     rneneliti. mengoreksi
dan   menyalurkan/membayar    gaji   personel   PolrilPNS    di   Satker iersebut
setelah  disesuaikan   dengan  mutasi-mutasi   yang  terjadi   Bentuk   dan contoh  SKPP kolektifsesuai   Iarnpiran Petunjuk  Administrasi  ini.

3)

Untuk  penerbitan  SKPP pada bulan-bulan  seJanjutnya dibuat  secara  perorangan sesuai  Surat  Keputusan  mutasi yang terjadi.

Pembukuan.
a.
Bendaharawan   Gaji  membukukan   semua  penerimaan   dan  pembayaran   uang  berikut potongan-potongannya
ke  daJam buku  Kas Bank  .Bentuk  BG-l,   Bentuk  BG-2    dan Bentuk  BG-3     (contoh   format terlampir)

Pembukuan  Tingkat  Bendaharawan   :

1)      Buku-buku  yang dikerjakan.

Bendaharawan   membukukan  semua dana yang diterima  dari KPKN  pada  :

a)      Buku Kas Bank  (BG- i)

b)      Buku  Realisasi Penerimaan  Dana Berdasarkan   SPM (8G-2)

c)      Buku  Realisasi Potongan  SPM ( BG-3)

12). Tara .....
_.'                                                                                                                   _.                                                                                                               "  .
. ·;·.w·:··~~?;?:i:~i~~;~ii_~':.'\f-t:-:."j·.:·


-.                                 .".                            .
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2)
Tata  cara rnernbukukan a)
Buku Kas Bank

(I)     Di Debet untuk  :

(a)     Jumlah penerimaan  kotor  sesuai  SPM yang diterima.

(b)
Penerimaan   Potongan   DP,  THT,  DPK,  potongan   pajak,  ganti  . rugi, dll pada saat pembayaran  gaji

(c)     Penerimaan  Pengembalian  KU-42. (2)     Di Kredit untuk  :

(a)
Potongan   beras,  potongan   iurjib,  potongan   sewa  rumah  dinas dan  setoran   pajak  penghasilan   ke  Kas  Negara   bagi  Kesatuan yang   menerima   natura,   seperti   tercantum    dalam   daftar   gaji pada saat penerimaan  SPM

(b)    Untuk jumlah  kotor  yang dibayarkan.

(c)     Untuk penyetoran  pendapatan   negara  ke Kas Negara.

b)
Apabila terdapat  kelebihan  penyaluran  atau tidak dapat  dibayarkan,  maka Bendaharawan
Gaji   wajib    menyetor    kembali    ke   KPKN,      sebagai penerimaan   pendapatan     negara    dengan    mata    anggaran    pendapatan

MAP  0811,  Untuk   gaji  tahun   anggaran   berjalan  dan  MAP   0812  untuk

Tahun Anggaran  yang lalu

c)      Buku Kas Bank ditutup  sesuai ketentuan  penutupan  Buku Kas Bank d)      Laporan  Keuangan  Bendaharawan   Gaji terdiri dati:

1). Buku Kas Bank  (BG.-l)

2). Buku Realisasi Penerimaan  dana berdasarkan   SPM (BG-2)

3). Buku Realisasi potongan   SPM (BG-3).

4). Copy SPM dalam rangkap  tiga (3) yang telah  diperjelas  angkanya

/sehingga  ..•....
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sehingga  dapat  dibaca.

e)      Laporan   Keuangan   (Lapku)   gaji  dikirim   kepada   Pekas.   Paling   larnbat                        ..
tanggal  .3   telah diierima  dialamat  (T+.3.)
f)
Untuk    pencocokan     kebenaran    Lapku    gaji,   Bendaharawan     Gaji   agar mencocokan
silang jurnlah  akhir  buku  kas  bank  sebelah  debet  (bila  tidak ada
kontra    pos/KU-42)     dengan.   jumlah    SPIv!  dan   RJC    bulan   yang

bersangkutan.
Tingkat  Pekas
:
1)

Pekas      merekap   Iaporan   yang   diterima   dari   Bendaharawan    Gaji    dibawah pernbinaannya.
Realisasi  penerimaan   SPM  seperti  yang  tercantum   dalam    BG-2 direkap
dalam  format   bentuk   KU  306   AG   Realisasi  potongan   Sl'M   seperti yang tercantum  dalarn BG-3  direkap  dalam bentuk  KU 306 BG.

Sebelum  merekap   meniadi  K1J  306  AG  dan  KU  306  BCi Pekas   melakukan pengujian  atas  kebenaran   Lapku  Bendaharawan    Gaji dengan  cara  rnencocokan laporan bentuk BG-l,   BG-2  dan BG-3  dengan  copy  SPM yang diterima.

3)

Laporan  Pekas bentuk306    AG clan KU 306 BG dilarnpiran copy  SPM   (rangkap dua)
yang   angka-angkanya    telah   diperjelas,   dikirim   ke  Kaku   paling    lambat tanggal  5.( T+5)

Tingkat  Kaku.

I)
Kaku   merekap   laporan   yang  diterima   dari  Bendaharawan    Gaji  di jajarannya bcntuk  KU-306   AG  ke dalam  buku-buku   yang  ada di Pembukuan  Kaku  (KU-
326 AG dan KU-326  BG).

2)

Sebe1um  merekap   menjadi   KU-326   AG  dan  KU-326   BG,  Kaku    melakukan pengujian
atas  kebenaran   Lapku   yang   diajukan   Bendaharawan    dengan    cara rnencocokan

silang  data  SPM  yang  diterima   Bendaharawan dalam   pembinaan Pekas  yang bersangkutan.

4)      Laporan  dikirim ke Kadisku  Up.  Kasubdis  Buku  paling lambat tanggaJ  10 telah

diierima  ( T + 10 ).

/d, Tingkat..   ....
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d.      Tingkat  Disku  Poln

I)

Kadisku   U.b.   Kasubdis   Buku   merekap   laporan   yang  diterirna   dari  Kaku   ke dalarn  buku-buku   yang  ada  di Pembukuan   Subdis  Buku  (KU  -  326  AGD  dan KU 326 BGD).

2)
KU-326  AGD  dan KU-326  BGD  Gaji harus  dikerjakan  dengan  teliti  dan benar, karena   data  realisasi  tersebut   akan  diproses   ke  dalarn  Perhitungan   Anggaran Polri setelah Penutupan  Buku  Akhir Tahun  Anggaran.

Potongan    Terpusat    dan  Dipusatkan. a.       Potongan   Terpusat

1)     Bagi   Sattama   yang   mendapat    pembagian   beras   secara   natura,   maka   dalam

Daftar  Gaji terdapat  potongan  tunjangan  beras.

2)      Pernuayaran   tunjangan  beras   dan  Bulog   dilakukan  langsung  oleh  Departemen
Keuangan  sesuai realisasi pernbayaran  tunjangan  beras dalam Daftar  Gaji.

3)

Bagi   Sattama   yang  mendapat   tunjangan   beras  berupa   uang,   tunjangan   beras dicantumkan   dalamDaftar   Gaji sebagai  dana disalurkanldibayar  ..

b.      Potongan   Dipusatkan

1)

Potongan   Dana  Dipusatkan   adalah  terdiri  dan  potongan   dana  yang  bersumber dan  iuran wajib berupa  DP  sebesar  4,75%,  THT  2~'o, dan DPK  3,25  % masing- masing  dari Gaji pokok.

2)
Potongan   iuran wajib berupa  DP,  THT,  dan DPK dilakukan  secara terpusat  oleh KPKN,  selanjutnya  KPKN  menyetor   potongan   DP  dan  THT  ke Rekening  PT. ASABRl  dan potongan  DPK  ke Rekening  Kadisku  Polri.

5)
Potongan    DPK   yang  terhimpun   di  Rekening   Kadisku   Polri   akan   disalurkan kembali
ke   Polda-Polda     sesuai    dokumen    otorisasi    SP2D    -    DPK    yang diterbitkan   Sekretaris  Jenderal  Polri.

/32 Pengendalian    .........
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sehingga  dapat  dibaca.

e)

Laporan   Keuangan   (Lapku)   gaji  dikirim   kepada   Pekas    Paling   larnbar ranggal .) telah diierima  dialamat  (T -+-.))
f) 

Untuk    pencocokan     kebenaran    Lapku   gajt,    Bendaharawan     Gaji    agar mencocokan
silang jumlah  akhir  buku  kas  bank  sebelah  debet  (bila  tidak ada
kontra    pos/KU-42)     dengan.   jurnlah    SPtvI  dan   RJC   bulan   yang bersangkutan.

Tingkat  Pekas

1)

Pekas      merekap   laporan   yang   diterima   dari   Bendaharawan    Gaji    dibawah pembinaannya.
Realisasi  penerimaan   SPM  seperti  yang  tercantum   dalarn    BG-2 direkap
dalam  format   bentuk   KU  306   AG.  Realisasi  potongan   Sl'M   seperti yang tercantum  dalarn BG-3  direkap  dalam bentuk  KU 306 BG .

. 2)      Sebelum   merekap   meniadi  KU  306  AG  dan  KU  306  BG  Pekas   melakukan pengujian
atas  kebenaran  Lapku  Bendaharawan   Gaji dengan  cara  mencocokan laporan  bentuk BG-l,   BG-2  dan BG-3  dengan  copy  SPM yang diterima.

3)

l.aporan  Pekas bentuk306    AG dan KU 306 BG dilampiran  copy  SPM   (rangkap dua)
yang   angka-angkanya    telah   diperjelas,   dikirim   ke  Kaku   paling    lambat tanggal  5.( T+5)
Tingkat  Kaku.    .

I)
Kaku   merekap   laporan   yang  diterima   dan   Bendaharawan    Gaji  di jajarannya bcntuk
KU-306   AG  ke dalarn  buku-buku   yang ada di Pembukuan  Kaku  (KU-
326 AG dan KU-326  BG).

2)

Sebelum   merekap   rnenjadi  KU-326   AG  dan  KU-326   BG,  Kaku    melakukan pengujian
atas   kebenaran   Lapku   yang   diajukan   Bendaharawan    dengan     cara mencocokan

silang  data  SPM  yang  diterima   Bendaharawan   dalam   pembinaan Pekas  yang bersangkutan.

4)
Laporan   dikirim ke Kadisku  Up.  Kasubdis  Buku  paling lambat tanggal  10 telah diterima
( T + 10 ).

Id. Tingkar.. ....
Pengendalian    dan  Pengawasan    Gaji. a.       Pengendalian
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	1)
	Pekas,    Kaku   dan   Kadisku    berkewajiban    melaksanakan
	pengendalian    dan

	
	pengawasan  gaji tiap Satker.
	

	2)
	Laporan   realisasi  gaji  dikaitkan   dengan  laporan   perubahan merupakan    bahan    masukan    dan    indikator    yang    perlu
	kekuatan   personel dicermati.
Setiap


perubahan    yang    tidak    proporsional     perlu    segera    ditindaklanjuti     dengan permintaan   laporan   khusus  atau  kunjungan   staf  ke  Satker  yang  bersangkutan untuk  meneliti kebenaran Iaporan.

b.       Pengawasan

1)
Badan   Wasrik   melaksanakan    pengawasan    terhadap   pelaksanaan    pembayaran gaji dan pertanggungjawaban   gaji.

2)      Apabila    daIam    pengawasan     dan    pemeriksaan     ditemukan     penyrrnpangan-

penyimpangan   yang  berakibat   kerugian  Negara,   akan  diambil  tindakan   sesuai keientuan   hukurn   yang   berlaku   berupa   tindakan   administratif   atau   tindakan hukum.

Lain-lain

a. Untuk  penyusunan  DUKdan   DIK Belanja Pegawai  harus memperhatikan   :

1).  Jumlah   personel   per   Satker   /  wilayah   serta     jumlah   keluarga   yang   menjadi tanggungarinya.

2).

Realisasi  Gaji pergolongan,   meliputi  gaji pokok  dan tunjangan-tunjangan   (keadaan bulan  Mei  dan  Oktober   ),  dikirim  kepada   Dinas  Keuangan   Polri  dan  Direktorat Jenderal  Anggaran  dengan  tembusan  Kepala  Kanwil  Direktorat   Jenderal  Anggaran setempat,  selambat-lambatnya  tanggal  10 bulan berikutnya.

b

Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Buku  Petunjuk   Administrasi   ini  atau  hal-hal  yang bersifat   khusus  akan diatur  lebih lanjut

c.    Dengan  ditetapkan   Jukmin  ini,  maka  Jukmin  Kapolri  No.  Pol:    Skep/1668/XIU2000
tanggal   26  Desember   2000   tentang   pengurusan   penghasilan   personel   di  lingkungan

Polri  dinyatakan  tidak berlaku.
!BAB V .....
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BAB V
ADMIN!STRASI
	34.
	Kasatker
	

	
	a     SatkerlBendaharawan     Gaji    yang  menerima  uang  untuk   pembayaran
	gaji  personel   di

	
	lingkungan   Satkernya,   diwajibkan   melaksanakan    pembukuan    sesuai

berlaku.
	ketentuan   yang


b.     Satker   dapat   berkoordinasi    dengan   KPKN   yang   melayani   untuk   menyalurkan   gajt

anggota  Polsek  langsung  ke Polsek.
	35.
	Pekas
	

	
	Dengan  telah  terbentuknya gaji   oleh   KPi:O{   Pekas
	Bendaharawan   Gaji  yang tetap    bertanggung    jawab
	dapat
langsung  dilayani  pembayaran sebagai
pembina   teknis   terhadap


Bendaharawan   Gaji dijajarannya.

Bendaharawan    Gaji  pada  sisi  yang  lain  adalah  Juru  Bayar   Satker,   berkedudukan    secara teknis adrninistrasi  di bawah  pelayanan  dan pembinaan  Pekas.

Kepala   Keuangan

Kaku    selaku    pembina    teknis    terhadap     Bendaharawan     di    lingkungan     Polri    wajib memberikan    pembinaan    teknis    atas    pelaksanaan-   pembayaran     gaji   di    Satker    serta pertanggungjawaban         pembayaran      gaji   tepat   waktu     dan   benar    dan   dapat     menerbitkan NHP/NHPW.

Kepala   Vinas Keuangan    Polri

Kadisku   Polri  selaku  pengemban   fungsi  teknis  Keuangan,   wajib  memberikan   pembinaan teknis  pengurusan   keuangan   di lingkungan   Polri,  yaitu  pengurusan   pembayaran   gaji  yang dilaksanakan  Satker,  Bendaharawan   Gaji dan Kaku di jajaran  Polri

138 Intorrntika   ......
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BAB     VI PENlITUP

Dengan  dikeluarkan   Buku  Petunjuk   Adrninistrasi  ini, semua  ketentuan   tentang  Pengurusan pembayaran   gaji  di  lingkungan   Polri  yang  bertentangan   dengan   Petunjuk   Adrninistrasi   ini dinyatakan   tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur  dalam Buku  petunjuk  Administrasi  ini akan diatur  kernudian. Buku  Petunjuk  Administrasi  ini berlaku  sejak tanggal  ditetapkan.

:.50  -    Ii   -     2001

KEPOLlSIAN   NEG/iliA    REPUBUK   INDONESIA
h1ARKAS  BESAR

SUB     LAMPlRAN       'C      LAMPIRAN SURA T      KEPUTUSAN         KAPOLRI NO. POL.          : SKEP/IWI       Xl   12001
TANGGAL            ?o   -  II  -       2001
NAMA KESA TUAN



SURAT-KETERANGAN

No. Pol.                                ..
, ...
Menerangkan   dengan  sebenarnya  bahwa personil  dibawah  ini

NAMA
PANGKA T!NRP
JABATAN             •   •  •    •  •  •    •  ••      ••     •    •  •  •    ~  •  •   •   .,       •   •  •    ••      ~  '.'      •    .,.           <»:»      •   •   •   •  ~.       ••      •   •  •  •    •  ••       •••         ••
Dipindahkan   ke                     (Kasatker)        :           berdasarkan  Surat Keputusan          .

No. Pol.              tanggal                    , telah melaksanakan   tugas  di ;            (satker)
KASATKER
NAMA
PANGKATINRP
KEPOLlSIAN   NEGARA   REPUBLIK  INDONESIA       I MARKAS   BESAR


SUB     LAMPIRAN     W      LAMPIRAN SURAT        KEPUTUSAN         KAPOLRI NO. POL.          : SKEP/IY.h£   'P  12001

TANGGAL        :?,o  -   U  -          2001
CONTOH  PERHITUNGAN PPh  PASAL  21
1.      Contoh  perhitungan   penghasilan  kena  pajak PPh  pasal  21 atas penghasilan   teratur yang  dibayarkan   melalui   DPP  KU-J 07  sesuai   pasal   21  bulanan   pada  DPP  KU-I07

\
A.n. Supt.l0HN     N. Nrp. 47010068  lahir 05-01-1947   status  kawin  dengan  3 (tiga) anak (Kl3),  dengan   gaji  pokok  Rp  520.060,-   menjabat   sebagai   Kepala  Bagian  (Kabag)  di Disku   PoJri   Tmt.   Jabatan   01-01-1999    dengan    tunjangan    jabatan    golongan    V   B Rp 210.000,-

Penghasilan  Brute/bulan.
Gaji pokok  (OP)

Tunjangan  Istri (10% x OP) Tunjangan  anak (3 x 2% x GP)



= 10% x Rp 520.600,-

= 3 x 2% x Rp 520.600,-

Rp    520.600,- Rp      52.060,-

Rp      31.236,-

Gaji Bruto

Tunjangan  Jabatan

Tunjangan  Beras (40 x Rp 2.645,-) Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan


Rp 603.896,- Rp  210.000,- Rp     105.800,-

Rp    375.60.9,-
Penghasilan  Bruto   1 bulan                                                                       Rp  1.9..Q5.J.9(',-
lPengura  nga n .....
iii.-
I.
I
2              SUB     LAMPJRAN    IV  LAMPTRAN                                I.
SURA T       KEPUTUSAN         KAPOLRJ NO. POL.          ; SKEP/  ,cbS'"  ]<. f  12001
TANGGAL        :''P      -  ii -    2001

Pengurangan

Biaya  jabatan    = 5%  x penghasilan     bruto

= 5%  x Rp  1.295.296,-    = Rp   (maks.   Rp 54.000,-)

luran  Pensiun

(4.75%   x gaji  bruto  = 4.75%   x Rp  603.896,-    = Rp  28.685,-

Jumlah
pengurangan                                      .. Penghasiian
netto   1 bulan                            .

\
Penghasilan     Netto   1   tahun

=Rp   12 x Rp  1.212.611,- PTKP   1 tahun   (K/3)

PKP  1 tahun

Pembulatan    PKP

PPh  pasal  21  1 tahun   =  10% x Rp5.911    .000,-
I PPh  pasal  21  I bulan  = Rp  591.100,-     =

I                                                       12


Rp        .2.8.685,-

Rp   1.212.611,-

Rp 14.551.332,- Rp  8.640.000,- Rp  5.911.332,- Rp  5.911.000,- Rp       591.100,- Rp         49.258,-

1
•     'j
2.       Contoh   penghitungan     PPh  pasal  21 yang  terutang   atas  penghasilan    tidak  teratur   A.n.

Senior   Inspektur    Polisi   J Nrp.  60100854     menerirna    honor   mengajar    sebesar    Rp  5.000,-                            -I
untuk   1 jam  pelajaran.    Yang  bersangkutan     mengajar    10 jam  pelajaran   dalam   sebulan.                                      1
Besamya   honor;                                                                                                                                                                         1,
10 x Rp  5.000,-                            = Rp    50.000,- Pengenaan    PPh  pasa1  21  :

15%  x Rp  50.000,-                      = Rp      7.500,-

Honor   yang  diterima


= Rp    42.500,-
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SUB LAMPIRAN  X; LAMPI RAN
?URA T KEPUTUSAN  KAPOLRJ NO. POl.     : SKEP/\(;0q     10 2001
TANGGAL:     3u.-  \\ -2001
MARKAS BESAR

.?t~tPOLISIAN     NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BEIHUK   : BG-2/306AG/326AG HALAMAN:     1
LErJiBAR   .I.II.III.IV
..... ~.
;,j
·<;c:t.i~,.·

BUKU PENGAWASAN  PENERIMAAN   SPM
TAHUN  ANGGARAN:
.BULAN
MAK
2


PAGU                     JUMLAH   SID
BULAN   LALU
3                                   4

JUMLAH   BLN  INI
5

JUMLAH   SfD OULAN  INI
6      ._
...i.
:'
:
.:.'

1000
5110
5101
5102
5103
5104
5105
5110
5111
5116
5117
5118
5120
5121
5122
5140
5141
5150
5151
5152
5153
5154


I                                                                          I,
I                                    I
_.
.20. BENWAN   GAII/PEKAS!f<PKl;
SUB LAMPJRAN "'!lAMPJRAN SURAT  KEPUTUSAN   KAPOLRI NO. POL.    : SKEP/Ib(s-/   '" t 2001

TANGGAL:     ;C - tI  -  2001

MARKAS  BESAR

KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK INDONESIA


BENTUK  : BG-3t306AGI326AG HA  L     : 1

LMBR       : I.II.III.IV
BUKU    PENGAWASAN       REALlSASI     POTONGAN      BELANJA      PEGAWAI TAHUN  ANGGARAN

BULAN

NO                   MA

JUMLAH   SID
BULAN  LALU

JUMLAH   BLN  INI


JUMLAH   SID
BULAN   INI
2                                        4                                                  5                                            6

T A jiB

2                PPH  - 21
3          TUNJ.   BERAS

4         SEWA   RUMDIN

SEWA RUMDIN

5       Pengembalian     Gaji

0811
0821
JUMLAH
Keteranqan    :

1. 0811  = Pengembalian    Gaji  TA  Berjalan
2.0821  = Pengemb<3!ian  Gaji  TA  L.alu

.20. BENWAN   GAJIlPEKAS/KAKU

MARKAS  SESAR

~N  NEGARA   REPUSLIK   INDONESIA

VIII
SUB  LAMPIRAN   :::tAM   PI RAN SURAT KEPUTUSAN  KAPOLRI NO.POL:SKEP/.~>/]'C\/       d-a" TANGGAL:  ?;o - li  - ,::)..ce,  ,
~-------~~SU~R~AT~~PE~RM~IN~TA~A~N ~P~E~MS~A~YA~RA~N--R-UT~IN-(-LE-MS-A-R:--A)-------1     ,
1-"'10          DTambahan    UYHO      DPenggantian    UYHO      D Pembayaran   Langsung   (SPP-LS)              j
PPR-OU)               (SPPR-TU)                              (SPPR-GU)                                (SPPR-LS)                                                       !

!
remen/Lembaga         :  Keuangan                                        7. SKO         OIK Oisku  Pain  Thn 2001                                         I
~ganisasi                    :  Palri                                                  8. Tql.                                                                                                 I! Ii                                 :  OKI Jaya                                                                                                                                                     ' rlSatuan   Kerja         :  Disku  Polri                                       9.   Kegiatan                                       110.    Kode  Kegiatan   :         ',I::',
at                                : Jakarta                                                    Pembayaran   lain-lain                                                                 .
~                                 : JI. Trunojoyo   NO.3 Keb.  B
._                    Jak-Sel.
Yth.
an memperhatikan    ketentuan  dalam  Keputusan   Presiden  NO.17 tahun  2000  bersama  ini kami  ajukan                  i
n Pembayaran   sebagai  berikut  :
h Pembayaran   yang dimintakan                                                                                                                                                 i
Keperluan                                                                                                                                                                                        i
1
!
. ~
~unyai   rekenir.g                                                                                                                                                                               I
-f
~n  Penjelasan

I. KEGIATAN   DAN  MA BERSANGKUTAN




PAGU


SPP/SPM                                                                       I                      f
SAMPAI               SPP  INI                    JUMLAH'             SISA  DANA    .
(RP)          I~~~        (RP)              I   SPP  INI (RP)  i:           l
II. SEMUA  KODE  DALAM

KEGIATAN   DIK


DALAM  DIK


DGN  YG                                           SAMPA!   DGN                (RP);

t---------=---------+------::-----+-"~!.

--_+---

:::

--+

----.:

.--..       --------    - ....,
----------2---------     --.--3-.+-------4 --i--------5--+--------6-               --.-.-.".7.' ,-.-~
Gaji PolrifPNS      MA.S110                                                                                                                                                            I
Beras  Polri/PNSMA.5120                                                                                                                                                               !
ULP                       MA.5140                                                                                                                                                            i
JUMLAH     I                   ~                                   -I-             !          .----..l- _.." _.._. ~._. .        l
Pph.21                  MA.1504                                                             I                              ii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i                                    II,'
Tajib  Poiri/PNS   MA.1503                                                             i
MA   5120                                                           I                                                                                                    I
JU~~~        II                            PM                                                                                         ~~-===-i44r
~------------_t_------t

----_+---------+------                               .-.--.-~-........I.  .
LAMPI RAN             D Lembar:    B                             D Sura! bukti
_---:


_             -==:::

-"u"-'nt=u~~knqeluaI.QJl-'-='~.-'.J~OJQQU3.J~..~.\e~             }¥.
.takarta.                      . 200  >
j'y1ENGETAHUI/MENYETUJUI KASATKER
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SUB LAMPIRAN   iILAMPfRAN". SURAl KEPUlUSAN K.APOl.Rl   . NO.POL  :SKEP/.V@b'.>i'<:Y~·
lANGGAL:   ~      -  \ \ -  ~,     1
NEGARA  REPUBLIK   INDONESIA ORMASI  DAN  PENGOLAHAN   DATA


SENTUK            KU -  LM2

ASLI
BAOAN  INFOLAHTA LEMBAR  2       PEKAS

LEMBAR  3       ARSIP

HALAMAN   KE  :             DAR!.          HAL
LAPORAN  MASUKAN   DATP, BARU
POL

IS  IAN                                              KODE


.... \
pok OPP

*)
POLRI    R P. N • s , DCAPEG            0 MILTI              D PBDP

..)
Penghasilan iNbi  I Nip

a (Max.  20 huruf)

. 'Kelamin

at  I Golongan

AKTIF               MPP  n WARAKAvWRI      [_J TUlvlPl\NG    RA~vAT              DSKORS
a I La hif:                              :--1                                              ----+----'~_,

-'--

.   -.l
Kerja  Gaji                                : 1
~~~~ulai     Tanggal   MKG      ; 1     RJ.   1                 I   I   I
$ Tunjab/Sandi/Medis                : 0 TIDAl<'--:=-B~ER::-::Hl\~J\-:--'-"_-'--t-----, BERHPJ<'.
JlelnpJabatan/Sandi/Medis          ::.f'      I..


I  I  I

I I   I   I\
;labatan/Sandi/Medis                 : U STFUKTURAL            0 FUNGSIONAL
.Jabatan/Sandi/Medts          _ Jabatan/SandilMedis                                              I
: Jabatan/Sandi/Medis                                                ·1              I   *)

D SAl'WI

o NEDIS
gan  IrjafTim-tfm                                               BEHHAK                          ~RJA

·U.L.P.                                                               BEnHAK                                     BERHA.K
:Keluarga     "                                                        DTIDAK        KAWIN                         DUD);
.iJ Anak  bernax  tunjangan

Tanggungan

OTIMTIM
o .)jl.NDJ'.
ri Skorsing

iWarakawurj       (untuk-
a yang  meninggal)

o %  D 50 % D 66,6  % KALI GAJI  POKOK  **)
:                                        ,--I                                                       --L-_J!  BULAN
[an  Persekot  Gaji

: Rp.    L~I

..J'--.L,

""'

-l.
,~an Ganti  Rugi

,an  Sewa  Rumah an Organik


: Rp.    I    1             1             I    1             1
:~:':..r.-.T ..I ..    .T. .. )        1--1--+---1--4-.+---+-1
.                             L_j


,_I----!


*)
#;     )
roan Keluarga  Kum



: Rp.  r-+l--+-t


,II--+--+----i1    41. PTKP   Ku m


: R p . l--II---l--t----J---+--l
. an Lainnya  Kum

silan  Brute  Kum

silan  Tak  Teratur  Kum

Jabatan  Kum


: RP.         .     ..                         . 42.  P K P  Kum
: Rp.  I       1                                                           1    43. PPh Ternutanq  Kum

: Rp.   I        I                  I 44. PPh  Setor  Kum
: Rp.                                            I 45. TMT  Pemutusan   Gaji


: Rp.  f-I-t--t-.lr-i'--t
:Rp.~~~~~~~

: R p. L-I                                              --'----'_.J     L     J
'Iisan  Kode orsesuaixan   dengan

:ttuhan masing-masing    Unit Organisasi ffi.  yang tidak  perlu


Oibuat di

Pada Tanggal

PEMBUAT   DAFTAR   GAJI
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Kepada

Yth.  Kepala  Kantor  Perbendaharaan     Negara

U.p Seksi  Pembiayaan    I/Gaji di

Ternpat

SURAT  PERMINTAAN   SKPP  (SKPP   SEMENTARA) Nomor
Lampiran:                                      .
1. Nama   lengkap  pegawai:                                                                    NIP                                                   .

Pangkat  dan  golongan/riuang                                                                                                                             .

2. Berdasarkan    Surat  Keputusan   dari                                                                                                               . tanggal
Nomor                                                                                     terhitung   mulai tanggal
dipindahkan/dipensiunkan                                                      '"                 ,     ..

3.  Tanggal   meletakan   jabatan   :                                                                                                                      .

4.   Gaji  yang  dibayarkan    samapai   dengan    :                          :                             "                                     .

5.  Hutang-hutang    kepada  Negara:                                         ,                                                                         .

6.  Susunan   keluarga   :
Anggota   Keluarqa                        N a m a                           Tanggal   Lahir                        Keterangan

a. Isteri/Suami
b. Anak  Kandung



1                                      .
2

13                                      .
.             I

Nikah:                           .

I·
A.n  Kepala  Kantor  Perbendaharaan

Negara                                            .

Jakarta,      " .. " .... " .. ", .. 200
Bendaharawan    Gaji                    .
(                                          )

NIP                                   .

( 


) NIP
..

Lembar I Lembar II Lembar  III

Catatan   : - Harus  dibuatkan   lampiran   perincian   gaji  terakhir   ( dihalaman   belakang   )

- Perhatikan   batas  umur  anak  yang  tidak  mendapatkan    tunjangan   anak
.'        ~J
--------~---------~-·.~,,~.7.,.mh~-~'.m:3~--.·~.~.~.~~..~.~§.~:mJ~"~~.~%~..9~~4A!»l~~~¢J,J"·~,;C',~'-~-·';'l'ki~.~•t.~._,.o'l):I'1.X&SI..,;,:.I_  ?'.~•~~•"S~~~
;.,.        -_;         :-:'-'.:;~~{~
KEPOLISIAN   NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA MARKAS  BESAR


SUB  LAMPI RAN       LAMPI RAN  )( III SURAT  KEPUTUSAN    KAPOLRI

NO.POL:         .l ~-rZ\@-Zi"'/~,
TANGGAL:       >:.>   . Ii - ~\
Gaji        .                                                                                                                                                             Lembar

.SURAT KETERANGAN  PEMBERHENTIAN  PEMBAYARAN  (SKPP)  PENGHASILA.N

Nomor

Lampiran   :                                                         .

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1.     Anggola  tersebut dibawah ini a. N a m a

b. PangkaUGoI/Nrp/Nbi/NIP

c.  Jabatan d.  Satuan

e.  Tempa'JTanggal  Lahir

t.  MKG

g.  Status Kkeluarga h.  Jumlah Anak

i.  Jumlah Tanggungan

Menurut Sura1 Keputusan                        '"                          Nomor :                                                                       . tanggal     '"        ,                                   temitung  mulai tanggal                                                          dipindahkan dari                                                                                        ke                                                                                    .

2.     Penghasilan  yang sudah dibayar terakhir ialah penghasilan bulan                                                                      . dengan rincian sebagai berikul :

a. Penerimaan  Bruto :

12
Kesatu Ked:Ja Ketiga Keempat

	1) Gaji Pokok.........
	
	Rp
	.
	

	2} Tunjangan tsted/Suemi
	
	Rp
	.
	

	3) Tunjangan Anak
	
	Rp
	.
	

	4) Tunjangan  Peralihan

Gajl Brute
	
	Rp

Rp..........
	.
	Rp
	.

	.  5) Tunjab/SandI/Medis
	
	Rp
	.
	
	

	6) Tunjangan  I~a
	
	Rp .. ,
	.
	
	

	7) Tunjangan  Beras
	
	Rp
	..
	
	

	8) TP  P
	
	Rp
	..
	
	

	9) Tunjangan  Khusus PPH 21..
	
	Rp
	..
	
	

	
	.
	Jumlah Tunjangan
	
	Rp
	..

	
	
	Penerimaan  Bruto
	
	Rp
	.


b. Potongan-potongan  :

1) luran pensiun                                          Rp                                                   .

2) Dana pemeliharaan kesehatan                  Rp                                                   .

3) Tenj Hari Tua & Perumahan                 Rp                                                 ..

4) Seras...............................                    Rp                                                  .

5)  Perseicot Gajl...............................           Rp                                                 ..

6) Ganti rugi...............................                 Rp                                                 ..

7) Sewa rumah............                               Rp                                                ..

8) Pajak penghasilan                                  Rp                                                   .

9) Poloogan lain-lain                                  Rp                                                 ..

Jum!ah potongan                             Rp                                                      (-J
	c. Penerimaan  Netto
	Rp
	.

	.  d. Pembulatan..............................................................................
e. U L P  bulan...............
	Rp

RD
	.
..

	f. Jumlah penerimaan  yang dibayar..................................................
	Rp
	..

	terbilang
	
	..


2.    Sisa-sisa hutang yang masih harus dipotong da.; pengahasilan tiap bulan dan hak41ak pembayaran yang masih harus dilerima  serta data untuk pemitungan  pajak dirinci di halaman sebaliknya

SKPP lembar Kesatu telah diterima

................................            2001

SENDAHARAWAN   GAJI

SUB  LAMPIRAN        LAMPIRAN     XlV
SURAT  KEPUTUSAN   KAPOLRI

TANGGAI             ----,,---0-        u.,  .?ii.,_
a.      Hutang

Nomor          Macam Hutang            Besarnya           Angsuran seburan-            Sudah Dibayar            Sisa

Jurnlab

b.     Piutang ( hak-hak pembayaran yang masih belum di!erima)
Nemer                     Macam Pemba  aran

Jumlah

c.     Biaya Perjalan Dinas (BPD)

d. Data untuk per'nitungan   pajak  tahun                .

Surat-Sura! Ke utusan

.                                 200   .
PEKAS .,               .
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Pembinaan�
.Keuangan     di    lingkungan�
Polri,�
dipandang�
perlu�
�
menetapkan�
Surat Keputusan.�
�
�
�
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1.�
PENDAHULUAN


1.   Umum�
�
�
�






1�
�
�
2.   Maksud  dan Tujuan�
�
�
�
2�
�
�
3.    Ruang Lingkup�
�
�
�
2�
�
�
4.   Tata  Urut�
�
�
�
2�
�
�
5.   Pengertian


6.   Dasar�
�
�
�
2�
�



II.�



PENGGOLONGAN


7.  Penggolongan    Buku�






Petunjuk   Administrasi�






Mekanisme�






Pembayaran�
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NO. POL�
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2001�
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NO. POL�
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2001�
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2001�
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NO. POL�
SKEP I  1665 I   XI I�
2001�
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TANGGAL�
:   30         Nopember�
2001�
�






Yang bertandatangan�
dibawah�



tnt�
�
�



NAMA�
�



............�



". (Kasatker)�



'"�
�



PANGKAT/NRP





JABATAN�
�
�
�
�
�
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aru,     11. Tahun  Anggaran   2001              I


1             .   Bulan                                            L    .


12�
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._.J�
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KEPADA                                                                          I,


Kepala  Kantor  Perbendaharaan    dan  Kas Negara�
�
di�
�
I�
�
Jakarta�
�
�
�
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